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MOTTO

“Jika keadilan tidak lagi dijadikan dasar dalam pembentukan hukum maka
hukum yvang ada tidak lain dari penjelmaan nafsu angkara »

(fwan Dharmawen)

*jurnal keadilan, Hal 42 Vol 3 No 2 Th 2003, Pusat Kajian
Hukum dun Keadilan Jakaria*
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RINGKASAN

Tujuan pembangunan yang menuntut adanya pemerataan ekonomi, kiranya
perlu diperhatikan mengenai usasha untuk memajukan sektor usaha kecil. Sektor
hlizhlutﬁhemwp:hmmhhmhldmuMukmgajuhnhdhkcpﬁ
bank, mercka kesulitan dalam menyediakan agunan karena pihak bank juga tidak
dengan mudah dapat memberikan kredit kepada calon debitur (pemilik usaha
kecil). Pihak bank juga harus berpedoman terhadap prosedur-prosedur yang
berlaku dan landasan hukum yang sesuai. Hal ini tercantum pada Pasal 8
Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-undang
Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan mengenai pemberian kredit atau
pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah vang diberikan oleh bank mengandung
resiko,sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas
perkreditan atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yvang schat. Oleh sebab
itu, adanya kredit dengan jaminan umum ini sangat diperlukan bagi pembangunan
sektor usaha kecil, karena baik secara langsung maupun tidak langsung dapat
membantu meringankan beban pemerintah pada sektor pambangunan ekonomi
nasional.

Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini tentang proses pemberian
kredit mikro, pelaksanaan perjanjizn kredit mikro dengan jaminan umum seria
upaya penyelamatan dan penyelesaian jika terjadi kredit macet dalam perjajian
tersebut. Adepun tujuan dari penulisan skripsi ini juga tidak menyimpang jauh
dengan permasaluhan dulam skripsi. Adapun tujuannya adalah untuk mengkaji
dan menganalisa bagaimana proses pemberian kredit mikro, mengkaji dan
menganalisa bagaimana pelaksanaan perjanjian kredit mikro dengan jaminan
umum, serta mengkaji dan menganalisa bagaimana upaya penyelamatan dan cara
penyelesaian jika terjudi kredit macet.

Sebelum dilakukan pemberian kredit mikro | pihak bank terlebih dahulu
melakukan serangkaian analisa terhadap calon debiur yang mencakup SC
(Character, Capiid), Capacity, Collateral, Condition of Economic), 4P

(Personality, Purpose, Prospect, Payment), dan IR ( Return, Repayment, Risk
Bearimg Abdity), Setelah ity pihak bank melaksanakan perjanjian kredit mikro
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dengan jaminan umum yang imengacu pada surat bersama antara Micro Banking
Jakarta Network Group dan Regional Network Group No. SBM.MBS /765/2005
Tanggal 29 Juli 2005 Selanjutnya pihak bank juga melakukan upaya
peuyelamatan dan penyelesaian apabila terjadi kredit macet dengan cara
penjadwalian kembali (Rescheduling), persyaratan kembali (Reconditioning), dan
penataan kembali (Restructuring).

Dalam proses perjanjian kredit mikro, pihak bank tidak mengharuskan
setiap debitur untuk menyediakan jaminan, karena dalam pemberian kredit mikro
pihak bank telab memiliki keyakinan yang berdasarkan analisa yang mendalam
atas jtikad dan kemampuan serta kesenggupan debitur untuk melunasi piutangnya
sesuai dengan yang diperjanjikan. Mengingat kecilnya kredit yang diberikan,
maka vpaya penyelamatan dan penyelesaian dari pihak bank tidak melalui
Pengadilan atau KP2ZLN, karena melalui KP2LN minimal kredit yang ditangani
Rp 2.000.600,- ( Dua Juta Rupiah), jadi upaya yang dilakukan pihak bank adulah
dengan cara pendekatan secara kekeluargaan, kelonggaran perpanjangan jangka
waktu pelunasan  kredit, melskukan penghapusan  bukuun (pembentukan
penyisihan penghapusan aktiva produktif).

Pemberiun kredit dengan  jaminan umum, pihak bank hendaknya
mewajibkan debitur untuk melaporkan setiap pengalihan atau penjualan barang-
barangnya seloma musa kredit verjalan kepade pihak bank. Pendekatan secara
kekeluargaan merupakan cara yang efekiif di dalam menyelesaikan kredit macet.
Schingga perlu ditingkatkan hubungan yang baik antara pihak bank dan debitur,
agar setiap masalah daout terdeteksi dan diatesi secara dini. Hendaknya pihak
bank melakukan pengawasan (monitoring) secara intensif dan teliti, hal imi perlu
untuk mengantisipasi kemungkinan tindakan scpihak debitur mengalihkan atau
menjual barang obyek jaminan tanpe seijin pihak bank.

Scdangkan metndologi penulisan yang digunakan dalam skripsi ini adalah
pendekatan  masalah  dengan metode pendekatan  undang-undang  (sratute
approach), sumber buhan hukum yang meliputi bahan hukum primer dan bahan
hukum sckunder. Mctode pengumpulan bahan hukum yang meliputi wawancara

dan studi dokumen. Sera metodologi penulisan analisa bahan hukum dengan cara
deskriptif kualitmif.

xii
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BAB 1 L@ FILK AT PERMUSTARAAN
PENDAHULUAN UNTVERSITAS JEMBER
1.1 Latar Belskang

Sektor perbankan merupakan salah satu sckior keuangan Indonesia yang
mempunyai keduduhan khusus dalam skals ekonomi nasional. Runtuhnya sekior
ini akan dapat menimpulkan kegoncangan yang besar pada keadaan ekonomi
nasional. Sesuai dengan pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang
Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang
menyatakan dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip
Syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang
mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk
melunasl utangnys mau mengembalikan pembiaysan dimaksud sesuai yang
dijanjikan dan bank umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan
dan pcmbiaysan berdasarkan prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang
ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Dalam pemberian kredit tersebut diharapkan dapal menunjang pelaksanaan
pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan ekonomi dan
stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak, sebagaimana
yang dinyatakan dalam Pesal 4 Undang-Undang No.10 tahun 1998 tentang
perubahan Undang-undang No.7 tzhun 1992 tentang perbankan, yang berbunyi
perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanasn pembangunan nasional
dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuban ckonomi, dan stabilitas
nasional kearah peningkatan kesejahtcrann rakyat banyak.

Perbankan berperan  sebagai salah satu  penyanggu sektor ekonomi
Indonesia, maka diperlukan perbaikan secara terus- menerus terhadap sektor ini,
agar bank-bank yang ada dapat menjadi semakin schot dan kokoh. Bank
merupakan badan usaha kepercayaan yang berfungsi scbagai perantara keuangan,
schingga bank yang schat mutlak diperlukan untuk memelihara kepercayaan
masyarakal. Apabila kepercayaan masyarakal sudah mulai hilang pada sektor
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perbankan, maka sektor ini akan runtuh dan tidak akan mampu lagi menyediakan
dana bagi pembangunan nasional.

Usaha membantu peningkatan ekonomi masyarakat tersebul. salah satu
usaha yang dapat dilakukan oleh sekicr perbankan adalah memberikan kredit,
dalam pasal 11 ayat (4A) Undang-Undang Nomor 10 Tahun tentang Perubahan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbarkan menyebutkan bahwa
bank tidak boleh menyalurkan kredit melebihi batas maksimum pemberian kredit
(BMPK) yaitu 30% dari modal yang dimiliki, yang kemudian diubah menjadi
20% dari modal bank untuk pihak tiduk terkait dengan bank oleh surat keputusan
direksi bank Indonesia Nomor: 31/177/KEP/DIR tentang Batas Maksimum
Pemberian Kredit bank umum tanggal 31 desember 1998, (Djumhana, 2000;422).

Usaha penyaluran kredit yang dilakukan oleh bank, bukannya tanpa
resiko. Karena tidak tertutup kemungkinan bahwa kredit yang telali disalurkan
tersebut ticak dapat dikembalikan dengan lancar. Mengingat bahwa dana yang
disalurkan tersebut merupakan dana yang berhasil dihimpun bank dari
masyarakat, maka ketidaklancaran pengembaiian kredit ini sebisa mungkin harus
dihindari. Untuk itu, dalam setiap penyaluran kredit ini bank wajib mempunyai
keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi kreditnya
sesuai dengan yang diperjanjikan. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, bank
sebelum memberikan kredit harus niclakukan analisa kredit secara cermat dan
teliti. Dalam undang- undang perbankan yang lama (Undang- Undang Nomor 14
Tahun 1967), nasabah diharuskan menyediakan harta kekayaan untuk dijadikan
agunan bagi pelunasan kreditnya. Namun dalam undang- undang perbankan
nomor 7 tahun 1992 maupun perubahannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun
1998, dinyatakan bahwa apebila berdasarkan unsur-unsur lain telah memperoleh
keyakinan atas kemampuan debitur untuk mengembalikan utangnya, agunan
hanya dapat berupa barang, proyek, atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit
vang bersangkutan,

Para pengusahz kecil dalam mengembangkan usahanya seringkali
mengalami kekurangan modal, sedangkan untuk memohon kredit pada bank

mereka selolu terbentur pada masalah agunan, maka untuk dapat membantu para
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pengusaha kecil, belakangan ini pemerintah memberikan kemudahan dengan itdak
mengharuskan para pengusaha kecil tersebut memberikan jaminan khusus bagi
kredit yang dimohonkan kepada bank.

Jika ditinjau dari tingkat resiko, kredit Jenis ini mempuyai resiko yang
sangat tinggi dibandingkan dengan kredit jenis lain, dalam hal kemungkinan jika
terjadi kredit macet. Namun perlu diingat bahwa dalam pengoperasionalannya
bank mempuyai 2 (dua) misi, yaitu JSinancial intermediary (perantars keuangan)
dan agent of development (agen pembangunan). Sebagai agent of developmens,
bank diharuskan ikut serta dalam pemeliharaan kestabilan moneter dengan salah
satu wujud realisasinya adalah dalam fungsi program kredit pemerataan, yaitu
melalui penyaluran kredit untuk usaha kecil, (Santoso, 1996:45).

1.2 Ruang Lingkup

Untuk menghindari adanya salah pengertian dari pokok permasalahan
vang ada dalam penulisan skripsi ini, maka perlu terlebih dahuly diadakan
pembaiasan ruang lingkup masalah yaitu perjanjian kredit termasuk dalam ruang
lingkup hukum perdata, yaitu lentang perjanjian yang ada hubungannya dengan
perjanjian  kredit, Khususnya berkenaan dengan proses pemberian kredit,
pelaksanaan perjanjian kredii dengan Jaminan umum, dan upaya penyelamatan
serta penyelesaian jika terjadi kredit macet.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dikemukakan permasalahan
sebagai berikut:
|, Bagaimuna proses pemberian kredit mikro pada PT. Bank Mandiri (Persero)
Tbk. Cabang Jember?
Bagaimuna pelaksanaar perjanjian kredit mikro dengan jaminan umum?

3. Bagaimana upaya penyelamatan dan penyelesaian jika terjadi kredit macet?

b
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1.4 Tujuan Penulisan
Kegiatan atau proses aktivitas yang dilakukan tentunya harus inempunyai
tujuan urtuk memberi arahan dzlam melangkah sesuai maksud dari
dilaksanakannya kegiatan tersebut. Begitu pula penulisan ini mempunyai

tujuan;

1.4.1 Tujuan Umum
Tujuan umum dalam penulisan skripsi ini meliputi:
I. Untuk memenuhi dan inelengkapi syarat-syarat guna memenuhi gelar sarjana
hukum pada fakultas hukum Universitas Jember.

I

Sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu yang diperoleh dalam perkuliahan
dengan prakiek yang terjadi.

3. Secbagai sumbangsih pemikiran kepada alma mater dalam menambah
perbendaharaan kepustakaan pada fakultas hukum Universitas Jember.

1.4.2 Tujuan kKhusus

Tujuan khusus yang ingin dicapai adalah:
I. Untuk mengkaji dan menganalisa bagaimana proses pemberian kreditmikro .
2. Untuk mengkaji dan menganalisa bagaimana pelaksanaan perjanjian kredit

mikro dengan jaminan umum.

3. Untuk mengkaji dan menganalise bagaimana upava penyelamatan dan cara
penyelesain jika lerjadi kredit macet.

1.5 Metodologi Penulisan

Di dalam penyusunan skripsi ini diperlukan suatu metode penulisan
dimana metode ini scbagai prosedur atau rangkain cara yang sistematis dalam
menggali kebenaran schingga dapat menghasilkan penulisan yang valid. Adapun
metode penulisan yang dipergunakan adalah sebagai berikut:
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1.5.1 Pendekatan Masalah

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode
pendekatan undang-undang (statute approach). Dimana metode ini dilakukan
dengan menelaah Semua undang-undang dan regulisasi yang bersangkut paut
dengan isu hukum yang sedang ditangani. (Marzuki,2005:93).Bagi penelitian
untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan
bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan penyesuaian antara suatu
Iundang~undang dengan undang-undang yang lainnys atau antara relugasi dengan
undang-undang.

1.5.2 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum merupakan sarana dari suatu penclitian yang
dipergunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada. bahan yaag diperolek
diharapkan dapat menunjang penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1.5.2.1 Bahan Hukum Primer

Sumber bahan hukum primer ialah bahan yang digunakan untuk
mendapatkan sumber bahan hukum primer, yang merupakan bahan hukum yang
bersitat autoritatif artinya mempunyai otoritas, Bahan-bahan hukum primer terdiri
dari perundang-undangan, catalan-catawan resmi atau risalah dalam perbuatan
perundang-undangan dan putusan-putusan hakim (Marzuki,2005:141). Dalam
skripsi ini juga bahan primer diperoleh melalui Tanys jawab (wawancara) dan
penjelasan langsung dari Kepala kredit mikro P.T Bank Mandiri cabang Jember.
1.5.2.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan sekunder merupakan bahan yang berupa semua publikasi
tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi
tentang  hukum meliputi tentang teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jumal
hukum,dan komentar-komentar atas putusan pengadilan, (Marzuki,2005:141).
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1.53 Metode Pengumpulan Bahan Hukam

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mempergunakan berbagai metode
untuk mengumpulkan Bahan. Adapun beberapa metode yang dipakai penulis
untuk memperoleh dan mengumpulkan bahan adalah sebagai berikut:

1.53.1 Wawancara

Metode ini merupakan metode pengumpulan data yang diperoleh dari
lapangan untuk memperoleh sumber data primer yang dilakukan melalui
wawancara langsung dan meminta dokumen-dokumen penunjang dari pihak yang

terkait yaitu dengan Kepala bagian Kredit Mikro PT. Bank Mandiri cabang
Jember.

1.5.3.2 Studi Dokumen

Metode ini merupakan untuk memperoleh data sekunder yang berupa
peraturan perundang- undangan yang berlaku, buku-buku literatur, karya ilmiah
hukum vang terkait dengan permasalahan.

1.5.4 Analisa Bahun Hukum

Setelah bahan-bahan diperoleh, kemudiun disususn secara kronologis,
selanjutnya  dianalisa dengan menggunakan metode deskriptif- kualitatif,
Deskriptif’ adalah pembahasan yang memberikan gambaran yang lengkap dan
jelas mengenai apa yang menjadi permasalahan yang ada, Kualitatif artinya
diuraikan menurut mutv dan sifat gejala dan peristiwa hukum yang berlaku dalam
Kenyataan sebagai data primer yang dihubungkan dengan teori- teori dan uraian
penulis  buku  kepusiakaan  yang  merupakan  bahan  sekunder
(Hadikusuma;1995:164). Kemudian menarik kesimpulan dengan menggunakan
metode deduktif yaitu metode pembahasan yang dimulai dari hal-hal vang bersifat
umum menuju hal- hal yang bersifat khusus, Penelitian vang deduktif ini
diharupkan dapat memperoleh gambaran yang jelas mengenai masalah yang
dibahas Schingga akan mmperoleh kesimpulan yang sesuai
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BAB I
FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

1.1 Fakta

Seorang yang bemama Sulaiman dengan umur 38 tahun seorang pedagang
tempe di pasar kepatihan Jember pada tanggal 3 April 2005 telah sepakat dan
menandatangani perjanjian hredit mikro dengan P.T. Bank Mandiri (Persero) Thk.
Cabang Jember seluku kreditur. Dimana pedagang tersebut mendapat kredit
sebesar Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) untuk tambahan modal usahanya.
Pedagang tempe tersebut memberikan jaminan kredit berupa barang-barang
rumah tangga yaitu buifet hias dan meja kursi tamu yang ditaksir scharga
Rp.520.000,- (Lima ratus dua puluh ribu rupiah) yang diikat secara fidusia
Namun pengikatan jaminan ini dibuat dengan akta dibawah tangan tanpa materai
dan tidak terdaftar hal ini tidak sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-
undang Nomor 42 Talun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dimana pengikatan
Jaminan fidusia dibuat dengan akta Notaris, memiliki materai dan terdaflar dalam
kantor pendaftaran fidusia.Karena tidak Sesuai dengan ketentuan tersebut, maka
jaminan yang ada dalam fakta ini adalah jam‘nan umum. Dan kredit ini diberikan
dengun ketentuan angsuran pokok Rp.25.000,- (dua puluh lima riby rupiah) per

bulan, jungka waktu kredit selama 12 bulan dengan persentase bunga Sebesar 2%
per bulan,

2.2 Dasar Hukuin

I. Kitab Undang- Undang Hukum Perdata

Pasal 1131

Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak,
baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi
tanggungan untuk scgala perikatan perseorangan.

Pasal 1132

F.ebendaan tersebut menjadi jaminan bersaina-sama bagi semua orang yang

mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda ity dibagi-bagi
menurut Keseimbangan, yaitu menurut besar-kecilnya piutang masing-masing,
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kecuali apabila diantara para piutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk
didahulukan.

Pasal 1313

Suatu perjanjian adalah suaw perbuatan dengan mana satu orang atau lebih
mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Pasal 1320
Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:
I. Sepuakat mercka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu szbab yang halal

Pasal 1330
Tidak cakap untuk membuat sustu perjanjian adalah:
I. Orang- orang yang belum dewasa
2. Mereka yung ditaruh dibawah pengampunan
3. Urang- orang perempuan, dalam hal yang ditetapkan undang-undang, dan
pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang
membual perjanjian tertentu

Pasal 1338
I, Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku scbagal undang- undang
bagi mereka yang membuat
2. Suaiu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedus
belah pihak, aau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang
dinyatakun cukup untuk itu,

3. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Pasal 1754

Pinjam meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang saty memberikan
kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis
karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan
mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.

2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang perubahan Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
Pasal | angka 11

Kredit adalah penyediaan vang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu,
berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan
pihak lain yang mewaiibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah
Jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.
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Pasal | angka 23

Agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank
dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip
syariah.

Pasal 8

1) Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah,
bank umura wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang
mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur
untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaar dimaksud
sesuai dengan yang diperjanjikan,

2} Bank umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan
pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang
ditetapkan oleh bank Indonesia.

Pasal 29 ayat 3

Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan
melakukan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara- cara yang tidak merugikan
bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank.

2.3 Landasan teori
2.3.1 Pengertian perjanjian,

Perihal ketentuan-ketentuan yang mengatur perjanjian terdapat dalam
KUH Perdata buku 111 dengan judul “Temang Perikatan”. Kata perikatan ini
mempuyai arti yang lebih luas dari pada perjanjian. Sebab kata perikatan tidak
hanya mengandung pengertian hubungan hukum tang timbul dari perjanjian saja,
letapi juga perihal hubungan hukum yang sama sekali tidak bersumber pada suatu
perjanjian , yaitu perihal perikatan yang timbul dari undang-undang. Perikatan
demikian, yang timbu! dari undang- undang, tidak memeriukan adanya suaty
persetujuan.

Dalani KUHPerdata, istilah yung dipergunakan adalah persetujuan dan
bukan perjanjian. Antara kedua istilah tersebut, mempuyai dasar yang sama yaitu
sama-sama lerbentuk atau terjadi atas dasar kesepakatan kehendak dari kedua
belah pihak.( Tie" Aman,1989:17)
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Pasal 1313 KUH Perdata memnberikan pengertian terhadap apa yang
dimaksud dengan perjanjian: “suatu perjanjian adalah suatu perbustan dengan
mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau
lebih,

Dari ketentuan pasal tersebut, jelaslah bahwa perjanjian yang dimaksud
adalah perjanjian yang bersifat sepihak; yaitu persetujuan yang hanya
menimoulkan kewajiban pada satu pihak saja, misalnya hibah, Di sanping pasal
1313 KUH Perdata dalam memberikan pengertian perjanjian dikatakan kurang
lengkap (karena bersifat sepihak), juga dapat dikatakan terlalu luas. Dikatakan
terlalu luas, karena pasal 1313 dapat pula mencakup pelangsungan perkawinan
dan perjanjian kawin; yaitu perbuatan dalam lapangan hukum keluarga yang
menimbulkan perikatan juga, hal ini diawr dalam buku | KUHPerdata. Sedang
pasal 1313 sendiri masuk dalam Buku [11 KUHPerdata.

Para sariana memberikan definisi yang berbeda-beda mengena! perjanjian,
antara lain:

. K.MET.Tinodiningrat,SH,yang dimaksud dengan perjanjian adalah “ suatu
" perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat diantara dua orang atau lebih

untuk menimbulkan akibat-akibat hukum yang diperkenankan oleh undang-
undang”,

b=t

Prof.R.Subekti,SH, berpendapat bahwa “perjanjian adalah suatu peristiwa
dimana seorang berjanii kepada orang lain atau dimana dua oreng itu saling
berjanji untuk melaksanakan sesuatu ha!™.

3. Prof. R, Wirjono Prodjodikoro, SH, menyatakan bahwa * perjanjian adalah
suatu perhubungan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak,
dalam mana satu pihak bedanji atau Jdianggap berjanji untuk melakukan
sesuatu hal atau tidak melakukan sesuatu halsedang pihak lain berahk
menuntut pelaksanaan janji itu”(Tje Arman, 1989:19).

Dari beberapa pendapat tersebut, secara umum dapat dikawkan bahwa
untuk terjadinya suatu perjanjian harus ada dua belah pihak didalamnya dan
sedikit-dikitnya 1erdapat satu kewajiban dan satu hak.
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Untuk perjanjian itu mempuyai kekuatan mengikai syarat-syaral sahnya
perjanjian harus terpenuhi. Mengenai syaral cahnya suatu perjanjian diatur dalam
pasal 1320 KUHPerdata, yang meneniukan bahwa untuk sahnya persetujuan
diperlukan empat syarat:

I. Scpakat mereka yang mengikatkan dirinya

Dengan hanya disebutkan sepakat begitu sajatanpa dituntut adanya suatu
bentuk (formalitas) tertentu,dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa dengan telah
dicapainya kesepakatan diantara kedua belah pihak tentang hal-hal pokok yang
dimaksud dalam perjanjian yang bersangkutan, maka lahirlah perjanjian itu atau
mengikatlah perjanjian itu bagi mereka yang membuatnya. Akan tetapi terhadap
perjanjian-perjanjian yang menghendaki adanys suatu bentuk atau perbuatan
tertentu, maka sepakst saja belumlah cukup, melainkan harus puia dipenuhi
bentuk-bentuk  atau perbuatan yang dikehendakinya. Terhadap perjanjian-
perjanjian yang demikian ini adalah merupakan suatu pengecualian. Misalnya
perjanjian penitipan, perjanjisn pinjam pakai, perjanjian pinjai meminjam dan
lain sebagainya.

1. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Siapa-siapa sajakah yang termasuk kalegori orang-orang yang tidak cakap,
dapat kita liha* dalam pasal 1330 KUHPerdata. Pasal tersebut menentukan bahwa
tidak cakap untuk membuat persetujuan-persetujuan adalah:

. Orang-orang yang belum dewusa

2. Mereka yang ditaruh di bawah pengampunan

3. Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang,
dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang
membuat persetujuan-persetujuan tertentu.

Golongan orang-orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum
mencapal umur gensp 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Apabila
perkawinan itu dibubarkan sebelum genap umur 21 tshun,maka mereka tidak
kembali lagi dalem kedndukan belum dewasa (pasal 330 KUHPerdata).
Sedangkan yang dimaksud dengan mereka yang ditaruh dibawah pengampunan
adalah setiap orang dewasa yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak
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atau mata gelap, walaupun kadang-kadang ia cakap mempergunakan pikirannya.
disamping itu orang-orang dewasa yang mempuyai sifat pemboros dapat juga
ditaruh di bawah pengampunan (pasai 433 KUHPerdata).

Ketidakcakapan seorang wanita bersuami dengan adanya Surat Edaran
Mahkamah Agung No. 3 tahun 1963, yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan
Negeri dan Pengadilan Tinggi di seluruh Indonesia, maka status wanita bersuami
diangkat dan dipersamakan dengan pria. Sehingga dalam hal seorang wanita
bersuami akan melakukan suatu perbuatan hukum dan menghadap ke muka
Pengadilan, ia tidak perlu lagi minta izin dan bantuan dari suaminya.

Selain SEMA No.3/1963, ferdapat pula perundang-undangan nasional
yang juga mengangkat status wanita bersuami, yaitu Undang-Undang No.| tahun
1974 tentang Perkawinan. Pasal 31 ayat (1) dar (2) dari undang-undang tersebut
menentukan bahwa: “Hak dun kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan
kedudukan suami delam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama
dalam masyarakat. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan
hukum™.

3. Suatu hal tertentu

Sutau hal tertentu yang dimaksudkan dalam persyaratan \etiga ini adalah
obyek daripada perjanjian. Obyek perjanjian tersebut haruslah merupakan barang-
barang yang dipergunakan untuk kepentingan umum, seperti jolan umum,
pelabuhan umum, gedung-gedung umum dan lain sebagainya tidaklah dapat
dijadikan obyek suatu perjanjian.{ Tje* Aman, 1989:23).

4. Suatu sebab yang halal

Termasuk dalam pengertian sebab yang tidak halal adalah sebab yang
palsu dan sebab yang terlarang. Suatu sebab dikatakan palsu apabila sebab
tersebut diadakan oleh para pihak untuk menutupi atau menyelubungi sebab yang
sebenarnya. Sedangkan sebab yang terlarang adalah sebab yang bertentangan
dengan kesusilaan atau ketertiban umum,

Konsckuensi yuridis dari tidak terpenuhinya pasal 1320 dalam suatu
perjanjian adalah berbeda-beda, sesuai dengan persyaratan-persyaratan mana yang
tidak terpenuhi. Persyaratan kesatu dan kedua dari pasal tersebut merupakan
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persyaratan subyektif, karena persyaratan kesatu dan kedua menyangkut tentang
hal orang, subyek perjanjian. Bila persyaratan subyektif ini tidak terpenuhi dalam
sualu perjanjian, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Hal ini mengandung
arti bahwa untuk batalnys perjanjian harus dimintakan pembatalan kepada
Pengadilan Negeri yang berwenang. Sedangkan persyaratan ketiga dan keempat
merupakan persyaratan obycktif, karena persyaratan ketiga dan keempat dalam
pasal 1320 itu menyangkut tentang hal obyeknya perjanjian. Apabila persyaratan
obyektif ini tidak dipenuhi dalam suatu perjanjian, maka perjanjian tersebut batal
demi hukum. Hal tersebut mengandung arti bahwa untuk batalnya perjanjian tidak
perlu lagi dimintakan pcmbatalannya. Dengan demikian, tanpa adanya permintaan
pembatalan, perjanjian telah batal dengan sendirinya.

Beberapa asas dalam bukum perjanjian adalah sebagai berikut
I. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme tercerminkan dalam pasal 1320 KUHPerdata,
khususnya sub | dari pasal tersebut. Pasal 1320 adalah pasal yang mengatur
tentang syarat sahnya suatu perjanjian, yang menentukan bahwa untuk sahnya
suatu perjanjian diperlukan empat syarat, antara lain adalah “'sepakat mereka yang
mengikatkan dirinya™.(Tje” Aman, 1989:26).
2 Asas Keoehasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontruk adalah sustu asas yuang menentukan bahwa
setiap orang adalah bebas atau leluasa untuk memperjanjikan apa dan kepada
siapa saja. Asas kebebasan berkontrak ini dapat kita temukan dalam pasal 1338
ayat (1) KUH Perdata dimana pasal tersebut menentukan bahwa : “semua
perjanjian yang dibuut secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka
yang menhuztnya”. Sclain pasal 1338 ayat (1) mengandung asas kebebasan
berkontruk, juga sckaligus mengandung pembatasan terhadap kebebasan itu
sendiri, Pembatasan ini dapat kita simpulkan dari perkataan"yang dibuat secara
sah”, yang terletak ditengali kalimat dari ayat tersebut. Dengan demikian, hanya
perjanjian-perjanjian yang dibuat secara sah saja yang mempunyai kekuatan
mengikat vang sama dengan yang mengikamya undang-undang. Suatu perjanjian
yang bagaimanakah yang dikatakan mempunyai kekuatan yang mengikal yang
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sama dengan mengikatnya undang-undang, dalam hal ini mengacu pada ketentuan
pasal 1320 yaitu pasal yang mengatur syarat-syarat sahnya suatu perjanjian.
3 Asas Kekuatan Mengikat
Asas kekuatan mengikat adalah suatu asas yang menetukan suatu
perjanjian yang dibuat secara sah akan mengikat para pihak dalam perjanjian yang
bersangkutan sebagaimana mengikatnya undang-undang. Terkandung asas
kekuatan mengikat dalan) hukum perjanjian dapat kita temukan dalam pasal 1338
ayat (1) dan (2) KUHPerdata, yang bunyinya sebagai berikut:
(1) Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagaimana undang-
undang bagi mereka yang membuatnya
(2) Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan
sepakal kedua belah pihak, atau karena alasan-slasan yang oleh undang-
undang dinyatakan cukup untuk it
Asas kekuatan mengikat yang tercerminkan dalam pasal tersebut dapat
disimpulkan dari perkataan “berlaku sebagai undang-undang”, dalam ayat (1).
Sedanghan ayat (2) memperkuat pernyataan yaitu dengan mencantumkan
perkataan “tidak dapat ditarik kembaii selain dengan sepakat kedua belah pihak
atau karena alasan-alasan yang udang-undang dinyatakan cukup untuk itu",
4 Asas Kepastiun Hukem
Kepastian hukum. dalam hukum perjanjian terungkap dari kekuatan
mengikat perjanjian itu, yaitu sebagai undang-undang bagi para pihak dan tidak
dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-
alasan yang cleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu (pasal 1338 ayat (1)
dan (2) KUHPerdata).

2.3.2 Pengertian Perjanjian Kredit

Pengertian kredit menurut pasal (1) Angka i1 Undang-Undang Nomor 10
l'ahun 1998 tentang perubahan undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang
perbankan, yaitu:
“Kredit adaluh penyedisan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu,
berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan
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pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah
Jjangka waktu tertente dengan pemberian bunga”.
Adapun unsur-unsur kredit, antara lain:

I. Kepercayaan, yaitu keyakinan dari si pemberi kredit bahwa prestasi yang
diberikannya baik dalam bentuk uang, barang atau jasa, akan benar-benar
diterimanya kembeli dalam waktu tertentu Ji masa yang akan datang.

. Tenggang waktu, yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberian
prestasi dengan kontra prestasi yang akan diterima pada masa yang akan
datang. Dalam unsur waktu ini, terkandung pengertian nilai agio dari uang,
yaitu uang yang ada seharang tinggi nilainva dari uang yang akan diterima
pada masa yang akan dating.

3. Degree of risk, yaitu tingkat resiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari
adanya jangka wakw yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan
kontra prestasi yang akan diterima dikemudian hari. Semakin lama kredit
diberikan  semnakin  tinggi pula tingkat resikonya, karena sejauh-jauh
kemampuan manusia untuk menerobos hari depan, maka masih selalu terdapat
unsur ketidaktahuan yang tidak dapat diperhitungkan. Inilah yang
menyebabkan timbulnya uasur resiko. Dengan adanyn unsur resiko inilah
maka timbul laminan dalam pemberian kredit,

4. Prestasi, atau obyek kredit itu tidak saja diberikan dalam bentuk uang, tetapi

" juga dapat berbentuk barang atau jasa, Namun karena kehidupan ekonomi
modern sekarang ini didasarkan kepada uang, maka transaksi-transaksi kredit
yang menyangkut uanglah yang sering kita jumpai dalam praktek perkreditan.
(Suyatno, 1990:12),

Unsur-unsur kredit tersebut tertuju  pada ruang lingkup kredit dalam
kerangka yang lebih sempit tetapi unsur tersebul merupakan unsur yang asasi.
Sedangkan apabila kredit dalm sektor perbankan yang lebih luas lagi terutama dari
pelaksanaan kredit itu sendiri, maka vnsur-unsurnya paling tidak di dalamnya juga
meliputi: organisasi dan manaiemen perkreditan, dokumen dan administrasi

kredit, perjanjian kredit, agunan, penyelesaian kredit macet; dan unsur lainnya.
(Djumhana, 2000:371).
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Setiap kredit yang telah disetujui dan disepakati antara pihak kreditur dan
debitur maka wajib dilangkan dalam perjanjian kredit (akad kredit) secara
tertulis. Dalam praktek perbankan bentuk dan format dari perjanjian kredit
diserahkan sepenuhnya kepada bank yang bersangkutan namun demikian ada hal-
hal yang tetap harus dipedomani vaitu bahwa perjanjian tersebut rumusannya
tidak boleh kabur atau tidak jelas, selain itu juga bahwa perjanjian tersebut
sekurang-kurangnya harus memperhatikan keabsahan dan persyaratan secara
hukum, sekaligus juga harus memuat secara jelas mengenai besarnya jumlah
kredit, jangka wakiu, tata cara pembayaran kembali kredit serta persyaratan
lainnya yang lazim dalam perjanjian kredit. Hal-hal yang menjadi perhatian
tersebut perlu guna mencegah adanya kcbatalan dari perjanjian yang dibuat
(tnvalidity), sehingga dergan demikian pada saat dilakukan perbuatan hukum
(perjanjian) tersebut Jangan sampai melanggar suatu  ketentuan peraturan
perundang-undangan. Dengan demnikian pejabat bank harus dapat niemastikan
bahwa selurul aspek yuridis yang berkaitan dengan perjanjian kredit telah
diselesaikan dan telah memberikan perlindungan yang memadai bagi bank.

Pecjanjian kredit (PK) menurut hukum perdata Indonesia tidak diatur
secara legas. tetapi ketentuen yang mendekati perjanjian kredit adalah pasal 1754
KUH Perdata yang mengatur tentang perjanjian pinjam-meminjain. Namun
demikiam dalam prakiek perbankan modemn, hubungan hukum dalam kredit tidak
lagi seinuta-mata hanya berbentuk perjanjian pinjam-meminjam saja melainkan
adanya campuran dengan bentuk perjanjian yang lainnya seperti perjanjian
pemberian kuasa, dan perjanjian lainnya.

Dalam prakiek, bentuk dan materi perjanjian kredit antara satuy bank
dengan bank yang lainnya tidaklah sarag, hal tersebut terjadi dalam menyesuaikan
diri dengan  kebutuhan masing-masing. Dengar  demikian perjanjian kredit
tersebut tidak mempuyai bentuk yang berlaku umum. Hanya saja dalam prakiek
ada banyak hal yang bissanya dicantumkan dalam perjanjian kredit misalnya:
berupa definisi istilah-istilah yang akan dipakai dalam perjanjian (ini terutama
dalam perjanjian kredit dengan pihak asing atau dikenal dengan loan agreement);
jumlah dan batas wakty pinjaman, serta pembayaran kembali pinjaman
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(repayment) juga mengenai apakah si peminjam mempunyai hak mengembalikan

dana pinjaman lebih cepat dari ketentuan yang ada; penetapan bunga pinjaman

dan dendanya bila debitur lalai membayar bunga; terakhir dicantumkan berbagai
klausal ~ seperti  hukum yang berlaku untuk  perjanjian  tersebut

(Djumhana,2000:386).

Dalam prakick peminjam diminta memberikan  representation,
warranties, dan covenants. Yang dimaksud representation adalah keterangan-
keterangan yang diberikan oleh debitur guna pemerosesan pemberian kredit.
Adapun warranties, adalah suatu janji, misalnya janii bahwa si debitur akan
melindungi kekayaan perusahaannya atuu asset vang telah dijadikan jaminan
untuk mendapatkan kredit tersebut. Sedangkan covenants biasa ya, adalah janji
untuk tidak melakukan cesuatu, seperti misalnya janji bahwa debitur tidak akan
mengadakan  merger dengan perusahaan lain, atau menjual  atau
memindahtangankan scluruh atau sebagian besar asetnya tanpa seizin bank
(kreditur).(Djumhana,2000:388)

Perjanjian kredit mempuyai beberapa fungsi, yeitu diantaranya:

1) Perjanjian kredit berfungsi sebagai perjanjian pokok, artinya perjanjian kredit
merupakan suatu yang menentukan batal,atau tidak batalnya perianjian lain
yang mengikutinya, misalnya perjanjian pengikatan jaminan.

2) Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat bukti mengenai batasan-batasan hak
dan kewajiban di antara kreditur dan debitur,

3) Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat untuk melakukan monitoring kredit.
(Wardoyo, 1992:64-69).

2.3.3 Kriteria Kredit Macet
Penggolongan kualitas kredit,menurut pasal 4 Surat Keputusan Direktur
Hﬂnk Indonesia Nomor 30/267/KEP/DIR tanggal 27 februari 1998, yaitu:
4. Lancar (pass), yailu apabila memenuhi kriteria:
Pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga tepat; dan
Memiliki mutasi rekening yang aktif; atau bagian dari kredit yang dijamin
dengan agunan tnai (cash collateral).
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b. Dalam perhatian khusus (special mention), yaitu mementhi Kriteria:
. Terdapat tunggekan angsiran pokok dan/atau bunga yang belum
melampaui 90 bari(sembilan puluh) hari; atau
1l. Kadang-kadang terjadi cerukan; atau
11l. Mutasi rekening relative rendah: atau
IV. Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan; atau
V. Didukung oleh pinjaman baru.
¢. Kurung lancar (substandard), yaitu apabila memenuhi kriteria:
(1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah
melampaui 90 (senibilan puluh) hari; atau
(2) Sering terjadi cerukan; atau
(3) Frekuensi mutasi rekening relative rendah; atau
(4) Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90
(sembilan puluh ) hari; atau
(5) Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur; atau
(6) Dokumen pinjaman yang lemah.
d. Diragukan (doubtful}, yaiu apabila memenuhi kriteria:
(1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau yang telah melampaui 180
(seratus delapan puluh) hari; atau
(2) Teriadi cerukan yang bersifat permanent; atau
(3) Terjadi wanprestasi lebih dari 180 (seratus delapan puluh) hari; atau
(4) Terjadi kapitalisasi bunga; atau
(5) Dokumentasi hukum yang lemah, baik untuk perjanjian kredit maupun
pengikatan jaminan.
¢. Kredit macet
(1) Terdapat tunggakan Aangsuran pokok dan/atau bunga Yang telah
melampaui 270 (dua ratus tujuh puluh ) hari; atau
(2) Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru; atau
(3) Dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan

pada ni'ai wajar.
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Penggolongan kredit merupakan hasil dari penilaian kualitas kredit.
Adapun tatwa cara penilaiannya harus erlebih dahulu ditetapkan dan dicantumkan
dalam kebijakan perkreditan bank sebsgaimana diatur melalui Surat Keputusan
Bank Indonesia Nomor 27/162/KEP/DIR. Hal demikian agar penilaian kualitas
kredit tersebut menghasilkan penilaion yang sesuai dengan ketentuan yang
ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Walaupun kredit memenubhi kriteria lancar (pass), dalam perhatian khusus
(special mention), kurang lancar (substandard), dan diragukan (doubtful), naming
apabila menurut penilaian keadaan usaha peminjam diperkirakan tidak mampu
untuk mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannyas, maka kredit tersebut
harus digolongkan pada kualitas yang lebih rendah atas dasar penilaian yang
berpedoman pada indikator tambahan yang ditentukan Bank Indonesia. indikator
tersebut pada dasarmya tetap memperhatikan apa yang disebut sebagai
kolektibilitas, yaitu keaadaan pembayaran atau angsuran pokok dan bunga kredit
oleh nasabah serta tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang
ditanamkan dalm surat-surat berharga atau penanaman lainnya.

(Djumhana, 2000:429).

2.3.4 Pengertian Jaminan

Kredit yang diberikan oleh bank mengandung resiko sehingga dalam
pelaksanasnnya bank harus memperhatikan asas-ssas perkreditan yang schat,
vailu diantaranya:

1) Bank tidak diperkenankan memberikan kredit tanpa surat perjanjian tertulis.

3) Bank tidak diperkenankan memberikan kredit kepada usaha | ang sejak semula
telah diperhitungkan kurang schat dan akan membawa kerugian,

3) Bank tidak diperkenankan memberikan kredit untuk pembelian saham, dan
modal kerja dalam rangka kegiatan jual beli saham, atau memberikan kredit
melampaui  batas maksimum pemberian kredit (legal lending  limir).
(Djumhana, 2000:392)

Menurut pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tenteng Perbankan diatur
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mengenai kewajiban pihak bank sebelum pemberian kredit melakukan analisis

terhadap kemampuan debitur untuk membayar kembali kewajibannya, yang

selengkapnya berbunyi:

(1) Dalam memberikan kredit atau pembiayaan prinsip syariah, bank umum wajib
mempuyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan
kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau
mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.

(2) Bank uwmum wajib memiliki dan menerapkan pedonian perkreditan dan
pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang
ditetapkan oleh Bauk Indonesia.

Dari ketentuan tersebut distas yang peling penting yaitu bahwa bank
dalam menyaluikan dana untuk kredit harus didasarkan kepada adanya suatu
jaminan. Adapun yang Jiinaksud jaminan dalam pemberian kredit menurut pasal 2
ayat (1) Surai Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 23/KEP/DIR/1991
tanggal 28 februari 1991 tentang jaminan pemberian kredit, yaitu keyakinan bank
atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan.
Sedangkan guna memperoleh keyakinan tersebut maka bank sebelum memberikan
kredit harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, Xemampuan,
modal, agunan, dan prospek usaha dari debitur.

2.3.4.1 Jaminan Umum dan Jaminan Khusus

Demi kepentingan kreditur yang mengadakan perutangan undang-
undang memberikan jaminan yang tertuju kepada semua kreditur dan mengenai
semua harta benda debitur,

Baik mengenai benda bergerak maupun tak bergerak, baik benda yang
sudah ada maupun yang aken ada, semus menjadi jaminan bagi seluruh
perutangan debitur. Hasil penjualan dari benda-benda terseout  dibagi-bagi
seimbang dengan besar kecilnya piutang masing-masing, Jaminan yang diberikan
bagi kepentingan kreditur dan menyangkut semua harta kekayaan debitur dan
sebagainys disebut jaminan umum, Artinya benda jaminan itu tidak ditunjuk
secara khusus dan tidak diperuntukkan untuk kreditur, sedang hasil penjualan
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bendz jaminan itu dibagi-bagi di antara para kreditur seimbang dengan piutang
masing-masing. Para kreditur ini mempuyai kedudukar: yang sama, tidak ada yang
lebih didahulukan dalam pemenuhan piutangnya. Kreditur demikian disebut
kreditur konkuren, lawannya ialah kreditur preferen. Para kreditur konkuren
dalam pemenuhan piutangnya dikalahkan cari para kreditur perferen (pemegang
hak tanggungan, gadai, fidusia dan privilegi). (Sofwan, 2001:44)

Jadi jaminan umum itu timbul dari undang-undang. Tanpa adanya
perjanjian yang diadakan oleh para pihak lebih dulv, para kreditur konkuren
semuanya secara bersama memperoleh jaminan umum yang diberikan oleh
undang-undang itu (pasal 1131 dan pasal 1132). Ditinjau dari sudut sitat haknya
para kreditur konkuren it mempuyai hak yang bersifat perorangan, yaitu hak
vang hanya dapat dipertahankan terhadap orang tertentu.

Walaupun telah ada ketentuan dalom undang-undang vyang bersifat
memberikan jaminan bagi perutangan debitur sebagaimana tercantum dalam pasal
I 151dan pasal 1132 KUHPerdata, namun ketentuan tersebut merupakan ketentuan
vang bersifat umum. Dalam arti bahwa yang menjadi jaminan adalah semua harta
benda debitur baik benda bergerak maupun benda tetap, benda-benda yang sudah
ada maupun masih yang akar ada. Semnua benda itu menjadi juminan bagi seluruh
perutangan debitur dan berlaku untuk semua kreditur.

Jaminan yang demikian dalam prakiek perkreditan (perjanjian
peminjaman uang) tidak memuaskan bagi kreditr, kurang menimbulkan rasa
aman dan terjamin bagi kredit yang diberikan, Kreditur memerlukan adanya
benda-benda tertentu yang ditunjuk secara khusus sebagai jaminan piutangnya dan
itu hanya berlaku bagi kreditur tersebut. Dengan perkataan lain memerlukan
adanya jaminan yang dikhususkan baginya yang bersifat kebendsan maupun
perorangan.

Adapun jaminan khusus ini timbulnya karena adanya perjanjian yang
khusus diadakan antara kreditur dan debitur yang dapat berupa jaminan yang
bersifat kebendaan ataupun jaminan yang bersifat perorangan, Jaminan yang
bersifut kebendaan ialah adanva benda tertentu yvang dipakai sebagai jaminan
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sedangkan jaminan yang bersifat perorangan ialah adanya orang tertentu yang
sanggup membayar / memenuhi prestasi manakala debitur wanprestasi.
1.3.4.2 Jaminan Bersifat Kebendaan dan Bersifat Perorangan

Jaminan kebendaan adalah jaminan berupa harta kekayaan, baik benda
maupun hak kebendaan, yang diberikan dengan cara pemisahan bagian dari harta
kekayaan baik dari si debitur maupun dari pihak ketiga, guna menjamin
pemenuhan kewajiban-kewajiban debitur kepada pihak kreditur, apabila debitur
yang bersangkutan cidera janji (wanprestasi). (Rahman, 1998:167)

Menurut sifatnya, jaminan kebendaan ini terbagi 2 (dua), yaitu; (1)
jaminan dengan benda berwujud (material); dan (2) jaminan dengan benda tak
berwujud (immaterial).

Benda berwujud, dapat berupa benda/barang bergerak dan atau barang
tidak bergerak. Sedangkan benda tak berwujud yang lazim diterima oleh bank
sebagai jaminan kredit adalah berupa hak tagih.

laminan yang bersifat kebendaan ialah jaminan yang berupa hak mutlak
atas suatu benda, yang mempunyai ciri-ciri: mempunyai hubungan langsung atas
benda tertentu dari debitur, dapat dipertahankan terhadap siapapun, selalu
mengikuti bendanya dan dapat diperalihkan (contoh hak tanggungan, gadai,
fidusia dan lain-lain).

Jaminan yang bersifal perorangan ialah jaminan yang menimbulkan
hubungan langsung pada perorangar: tertentu, hanya dapat dipertahankan terhadap
debitur tertentu, terhadap harta kekayaan debitur secumumnya (contoh borgtocht).

Selain sifat-sifat tersebut yang membedakan hak kebendaan dari hak
perorangan ialah asas prioriteit yang dikenal pada hak kebendaan dan asas
kesamaan pada hak perorangan. Jadi pada hak kebendaan mengenai asas bahwa
hak kebendaan yang lebih tua (lebih dulu terjadi) lebih diutamakan daripada hak
kebendaan yang terjadi kemudian. Sedangkan hak perorangan mengenal asas
kesamaan (pasal 1131 dan pasal 1132 KUHPerdata), dalam arti bahwa tidak
membedakan mana piutang yang lebih dulu terjadi dan piutang yang terjadi
kemudian. Semuanya kedudukan yang sama, tak mengindahkan urutan terjadinya,

semua mempuyai kedudukan yang sama terhadap harta kekayaan deoitur,
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Jika terjadi tumbukan autara hak kebendaan dan hak perorangan pada
asasnya hak kebendaan iebih kuat dari hak perorangan. Jika terjadi tumbukan
antara kedua macam hak tersebut karena menyangkut benda vang sama, maka hak
kebendaan dimenangkan dari hak perorangan, tak peduli apakah hak kebendaan
itu terjadi lebih dulu atau lebih belakangan dari hak perorangan. Dengan
pembatasan, kecuali jika orang yang mempunyai hak kebendaan itu sendiri terikat
oleh hak perorangan yang diadakannya.

Pada jaminan perorangan kreditur mempunyai hak menuntut
pemenuhan piutangnya selain kepada debitur yang utama juga kepada
penanggung atau dapat menuntut pemenuhan kepada debitur lainnya. Jaminan
perorangan demikian dapat terjadi jika kreditur mempunyai seorang penjamin
(borg) atau jika ada pihak ketiga yang mengikatkan diri secara tanggung-
menanggung dalam debitur.

Pada jaminan kebendaan kreditur mempunyai hak untuk didahulukan
pemenuhan piutangnya terhadap pembagian hasil eksekusi dari benda-benda
tertentu dari debitur, Jadi kreditur tidak mempunyai hak pemcnuhan atas
bendanya, inelainkan melalui atas hasil eksekusi dari bendanya, diperhitungkan
dari hasil penjuaian atas benda tersebut.

Kreditur pemegeng hak kebendaan tersebut juga mempunyai hak
pemenuhan terhadap benda-benda lainnya dari debitur, bersama-sama dengan
kreditur lainnya selaku kreditur bersuma (kreditur konkuren). Tetapi kemungkinan
tersebut hanya terjadi jika pemenuhan piutang kreditur tersebut dengan hasil
cksekusi terhadap benda-benda tertentu itu saja masih belum mencukupi. Maka
dalam keadaan demikian bersama-sama para kreditur konkuren dia masih dapat
meminta pemenuhan atas hasil penjualan benda-benda jaminan yang lain itu.

Jadi jika pade jaminan perorangan kreditur merasa terjamin karena
mempunyzi lebih dari seorang debitur yang dapat ditagih untuk inemenuhi
piutangnya., maka pada jaminan kebendaan kreditur merasa terjamin karena

mempunyai hak didahulukan (preferensi) dalam pemenuhan piutangnya atas hasil
cksekusi terhadap benda-benda debitur.
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Dalam praktek perbankan jaminan Jilembagakan sebagai jaminan
yang kebendaan ialah hzk targgungan, gadai, fidusia, jaminan yang bersifat
perorangan berwujud : borgtoch* (perjanjian penanggungan), perjanjian garansi,
perutangan tanggung menanggungdan sebagainya. (Masjchoen Sofwan, 2001:46)
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BAB 111 #i Murunm

pEMBAHASﬁN waﬁn UNIVERSTTAS JEMBER

3.1 Proses Pemberian Kredit Pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang
Jember
Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, merupakan dasar
diperkenankannya pemberian kredit dengan jaminan umum. Penjelasan pasal 8
tersebut menyatakan bahwa apabila bank berdasarkan unsur-unsur lain
(watak . kemampuan,modal,dan prospek usaha) telah memperoleh keyakinan atas
kemampuan debitur mengembalikan utangnya, maka agunan dapat hanya berupa
barang, moyek atau hak tagih yang dibiayai kredit yang bersangkutan Penjelasan
pasal 8§ tersebul juga bahwa bank tidak wajib meminta agunan barang yang
berkaitan langsung dengan obyyek yang dibiayai. Dapat dikatakan bahwa jaminan
umum dapat dicbaikan bank apabila bank telah yakin bahwa kredit yang
disalurkan dapat dikembalikan.
Sebelum dilakukan pemberian kredit oleh pihak bank atas diri
debitur,bank melakukan serangkaian analisa, yaitu meliputi:
5 (lima) C:
I. Character (watak),sifat-sifat si calon debitur seperti kejujuran,perilaku atau
ketaatannya, bukan saja dalam hubungannya dengan pihak bank juga juga
hubungannya dengan pihak lainnya.

o |

. Cupital (permodalan), nasabah wajib menyediakan inodal sendiri, sedangkan
kekurangannya itu yang dapat dibiayai dengan kredit bank. Jadi fungsi kredit
bank disini adaleh hanya menyediakan tambahan modal.

L Capacity (kemampuan), yang dimaksud disini adalah kemampuan dalam
mengelola usaha yang akan dibiayai oleh kredit bank sebab dari hasil
usahanya itulah debitur akan mengembalikan kreditnya.

4. Collaieral (jaminan), jaminan diperlukan bank untuk keamanan pelunasan

kreditnya. Dalam penjelasan pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998

tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

25
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disebutkan bahwa apabila berdasarkan unsur-unsur lain telah dapat diperoleh
keyakinan atas kemampuan debitur untuk mengenibalikan utangnya, agunan
dapat hanya berupa barang, proyek.atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit
yang bersangkutan. Disebutkan juga bank tidak wajib meminta agunan berupa
barang yang tidak berkaitan langsung dengan obysk yang dibiayai, yang lazim
dikenal dengan agunan tambahan.

5. Coadition of Economic (prospek usana), usaha yang akan dibiayai oleh kredit
bank harus mempunyai masa depan yang baik. Usaha tersebut bermanfaat bagi
orang banyak, mendatangkan keuntungan dan tidak bertentangan dengan
undang-undang yang berlaku. (Djumhana,2000:394)

4(empat) P:

I

Fd

Perscnality, kepribadian debitur merupakan segi-segi yang subyektif
namun menjadi suatu yang penting dalam penentuan pemberian kredit.
Sehingga dengan demikian perlu dikumpulkan data-data teatang calon
debitur,

Purpose, yang nenjadi sorotan dari segi ini yaitu menyangkut tujuan
penggunaan dari kredit tersebut, untuk kegiatan konsumtif,produktif atau
kegiatan yang mengandung spekulatif,

- Prospect, masa depan dari kegiatan yang mendapatkan pembiayaan kredit

tersebut, adapun unsur-unsur yang dapat menjadi penilaian mengenai
prospel. tersebut diantaranya yaitu; bidang usaha, pengelolaan bidang
usaha,kebijaksanaun pemerintah,dan sebagainya.

Payment, cara pembayarannya, hal yang menjad) perhatian untuk ity
misalnya mengenai kelancaran aliran dana atau (cavh flow),

(Djumhana. 2000:395)

Itiga) R:

I Retwrn, balikan maksudnya hasil yang akan dicapsi dari kegiatan yang
mendapatkan pembiayaan tersebut.

4

2. Repayment. perhitungan pengembalian dana dari kegiatan yang mendapatkan

pembiayaan atau kredit,
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3. Risk Bearing Ability, perhitungan besarnya kemampuan debitur dalam
menghadapi resiko yang tidak teerduga. (Djumhana,2000:396)
Adapun yang menjadi syarat sebagai pemohon dalam kredit mikro ini
berdasarkan Surat Edaran No. 013/KRD/CMB.SML/2004 tanggal 16 Juli
2004 perihal BPR Proyek Kredit Mikro (PKM) Mandir' adalah sebagai
berikut;
I. Calon debitur harus mempuyai usaha yang sudah berjalan minimal 2
(dua) tahun dan mempunyai lokasi yang tetap.

b

Persyaratan administrasi bagi calon debitur minimal dengan
menyerahkan/melampirkan bukti diri berupa KTP calon debitur dan
suamifistri calon debitur yang masih berlaku, fotocopy KK serta
Surat Nikah/Cerai (bagi yang sudah menikah/cerai).

3. Pedagang/Usaha kecil dan termasuk dalam semua sekior usaha yang
dapat dibiayai oleh kredit mikro serta minimal ada ijin usaha dari
otoritas tempat.

Adapun pihak-pihak yang memiliki fungsi tugas dan tanggung jawah dari
personil pengelola kredit mikro adalah sehagai berikut:

I. Mikro Kredit Sales (MKS)
2. Pemasaran,

I} Mencari calon debitur yang layak untuk dibiayai

1) Melakukan kunjungan ke nasabah (on the spot)

3) Mengumpulkan dan meyakini akurasi dan kebenaran
data atau dokumen yang berkaitan dengan permohonan
kredit yang diajukan oleh calon debitur.

4) Membina hubungan (Kelationship) dengan debitur,

b. Administrasi Kredi(

1) Membuat dan mengirimkan Surat Penolakan Kredit
(SPK) jika permohonan kredit ditolak dan Surat
Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) jika permohonan
disetujui.

2) Mempersiapkan Perjanjian Kredit (PK)
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3) Mempersiapkan Pengikatan agunan dan penutupan
asuransi (apabila dipersyaratkan).

4) Memelihara dokumen-dokumen penting yang terkait
dengan kegiatan Micro Banking Unit (MBU), antara
lain: dokumen pemberian kredit, dokumen transaksi
debitur,dokumen sistem pelaporan,dan sebagainya.

¢. Monitoring dan Penagihan

1) Melaksarakan monitoring atas kredit kelolaannya.

2) Mempertahankan kualitas (performance) kredit.

3) Mclakukan penagilian angsuran,

2. Mikro Kredit Analis (MKA)
a. Melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen permohonan
kredit.
b. Analisa dan scoring kredit.

1) Melakukan proses analisa secara akurat atas dasar data
dan dokumen yang disampaikan oleh calon debitur,
sesuai ketentuan yang berlaku

2) Melakukan proses scoring dengan menggunakan micro
banking scoring system (MBSS).

3) Memberikan rekomendasi/usulan  keputusan kredit
kepada MMM.

¢. Melakukan verifikasi nasabah/dokumen/agunan bila diperlukan
atas periniah dari Cluster Manager.

d. Melakukan compliance review kelengkapan dokumen dan legal
review sebelu melakukan input aplikasi kredit dan melakukan
pembentukan Customer Information File (CIF).

L]

Melakukan monitoring pembayaran angsuran kredit dengan
mencetak daftar nasabah yang jatuh tempo,
3. Micro Mandiri Manager (MMM)

a. Pengembangan Portofolio kredit.
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Mengembangkan portofolio kredit sesuai target vang telah
ditetaphan

b, Supervisi kredit
Melakukan supervisi dun pengawasan atas pelaksanaan tugas

MKS sehari-hari

¢. Memutus kredit
Memberikan keputusan kredit berdasarkan limit kewenangan
yang dimilikinya.

d. Administrasi kredit

"

Menandatangani Perjanjian Kredit (PK)

Menyimpan dan memelihara dokumen-dokumen aktif yang
menyangkut kredit nasabah, dan sebagainya.

Menandatangani berita acara serah terima dokumen agunan
dengan nasabah dan cluster manage: dimana tempat dokumen
ugunan disimpan.

Menyerahkan dokumen agunan kepada nassoah ketika kredit
telih lunas.

¢. Monitoring dan Penagihan

2

Memelihara kualitas (performance) kredit debitur,

. Membina hubungan/relationship dengan debitur,
3.

Mclaksanakan monitoring  atas  portofolio  kredit  yang

dikelolanya.

Setelah melakukan beberapa rangkaian analisa diatas, maka pihak PT.
Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Jenber menyetujui penawaran kredit
mikro yang telah dinjukan oleh Bapak Sulaiman yang berprofesi sebagai
pedagang tempe di pasar kepatihan Jember. Hal ini diperkuat atas keyakinan
dari pihak Bank Mandiri terhadap pedagang tempe tersebut dimana pedagang
tempe itu telah memberikan dawa-data diri yang benar ataupun menunjukkan
sikap, prilaku yang dianggap baik dan cocok untuk diberikannya kredit mikro

tersebut,
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Adapun ketentuan yang disetujui antara pihak Bank selaku kreditur dengan
pedagang tempe selaku debitur adalsh pemberizn kredit sebesar Rp.300.000,-
(tiga ratu ribu rupih) dengan angsuran pokok Rp.25.000.- (dua puluh lima ribu
rupiah) per bulan dengan jang waktu 12 bulan dan dengan persentass bunga 2%
per bulan. Dimana pihak debitur memberikan Jaminan kredit berupa barang-
barang rumah tangga yaitu buffet hias dan meja kursi tamu yang ditaksir seharga
Rp.520.000.- (Lima ratvs Jua puluh ribu rupiah).

3.2 Pelaksanauan Perjanjian Kredit Dengan Jaminay Umum
Adapun pelaksanaan pemberian kredit pada Bank Mandiri mengacu pada
Surat Bersama antara Micro Banking Sales Group, Jakarta Network Group dan
Regional Network Group No. SBM.MBS/765/2005 tanggai 29 juli 2005 adalah
sebagai berikut:
I, Pemasaran Kredit :

4. MKS mencari calon debitur yang layak/fesible untuk dibiayai
kredit dan melakukan pemasaran kredit secara proaktif, baik
melalui kunjungan langsung kepada calon debitur maupun melalui
sarana pemasaran lainnya termasuk melakukan retaining nasabah
yang akan menyelesaikan kreditumya ,

b. MKS melakukan pra kualifikasi terhadap colon debitur dan
ustzhanya berdasarkan persyaratan kredit micro,

¢. Apabila calon debitur tidak memenuhi kualifikasi maka
permohonan kredit dapat langsung ditolak.

2. Aplikasi Kredit
Calon debitur mengisi lengkap aplikasi kredit mikro yang telah disediakan
oleh Bank Mandiri. Formulir aplikasi kredit mikro dapat dilihat pada
lampiran 1. Kemudian MKS mencrima aplikasi kredit tersebut dan
mengecek/memastikan kelengkapan aplikasi kredit yang dimaksud. Serta
memeriksa kelengkapan data dan dokumen vang diperlukan. Karena
apabila aplikasi kredit mikro diterima oleh selain dari micro banking unit
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(misalnya hub/community branch/spoke/cash outlet) maka aplikasi
diteruskan kepada micro banking unit yang terdekat,
Verifikasi dan Analisa Kredit
MKS melakukar verifikasi untuk menyakini akusasi dan kebenaran data
serta dokumen yang disampaikan oleh calon debitur, Karena jika pemohon
kredit termasuk dalam daftar hitam Bank Mandiri maka permohonan
harus ditolak. MKS jugs menyakini bahwa calon debitur memiliki usaha
untuk tjuan produktif,layak untuk dibiayai,berjalan dengan baik minimal
2 tahun dan merupakan usaha yang tidak dilarang sesui dengan ketentuan
kredit Bank Mandiri. Disamping itu juga MKS melakukan penilaian atas
agunan kredit dan MKA juga melahukan analisa kredit dan scoring
berdasarkan  data dan kelengkapan dJokumen sebagaimana yang
dipersyaratkan dan mengajukan nota analisa kepada MMM meliputi
antara lain: persetujuan/penolakan, jenis fitur, limit yang diberikan, jangka
wakitu dan sebagainya.
Persetujuan Kredit
Berdasarkan no'a analisa MKA dan hasil scoring maka MMM akan
mengambil keputusan kredit. Apabila permohonan kredit vang akan
diputus melebihi kewenangannya maka MMM meneruskan nota analisa
kepada pemegang kewenangan yang lebih tinggi. Jika permohonan ditolak
maka MMM inenugaskun MKS untuk inembuat Surat Penolakan Kredit
(5PK} dan apabila permohonan disetujui maka MMM menugnskan MKS
membuat Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) yang ditanda tangani
MMM untuk disampaikan kepada calon debitur, Format SPK dan SPPK
dapat dilihat pada Lampiran 2 dan 3.
Administrasi Kredit
4. MMM mempersiapkan Perjunjian Kredit (PK) du. pengikatannya
{apabila dipersvaratkan).
b. Penandatanganun PK  dilaksanakan antara MMM dengan calon
debitur

Format perjanjian dapat dilihat pada Lampiran 4.
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c. Sebelum penandatanganan PK,calon debitur diminta untuk -

|. Menunjukkan dan/atau menyerahkan dokumen asli sesuai
persyaratan yang diminta.

2. Membayar biaya-biaya yang dipersyaratkan, misalnya: provisi,
biaya administrasi, premi asuransi, dan sebagainya.

6. Pencairan Kredit dan Dokumentasi

a.

Setelah PK ditandatangani oleh MMM dan calon debitur,
selanjutnya MKA melakukan compliance review kelengkapan
dokumen kredit sebelum melakuken input CIF di system eMAS.
MEKA melakukan input Aplikasi Kredit da system eMAS.

MMM masuk kemenu pembentukan pinjaman,melakukan input
nomor aplikasi debitur, cek validitas data, dan melakukan approve
aplikasi di system eMAS.

MMM melakukan pembentukan rekening pinjaman di system
eMAS,

Cluster  Manager melakukan aktivasi rekening  pinjaman
berdasakan nota MMM yang ditandatangani oleh MMM dan
MEKA,

MMM inembuat nota posting pemindah bukuan ke rekening bank
unbungan debitur dengan terlbih dahulu memastikan bahwa
rekening pinjaman telah diaktivasi oleh Cluster Manager dan
proses posting dilakukan oleh cabang.

Devitur - dapat  melakukan  penarikan  dana  dadi  rekening
tabungannya.

- Dokumen kredit, antara lain Nota Analisa (beserta dokumen

pendukungnya), copy SPPK,dan PK disimpan dan dikelola oleh
MMM di Micro Banking Unit (MBU),
Dokumen agunan dilakukan penyimpanan sebagai berikut:
I) Micro Banking Unit (MBU) berada pada satu kota
dengan Micro Banking Cluster (MBC), dokumen agunan
disimpan di Micro Banking Cluster (Mby) dengan Berita
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acara Serah Terima Dokumen Agunan antara MMM dan
Cluster Manager.

2) Micro Banking Unit (MBU) tidak satu kota dengan Miro
Bunking Cluster (MBC) namun satu kota dengan
Hub/Community Branch, penyimpanan dokumen agunan
secara dual control antara MMM dengan Unit Credit
Operation di Hub/Community Branch.

3} Micro Banking Unir (MBU) tidak satu kota dengan Micro
Banking Cluster (MBC) dan  HUB/Community,
penyimpanan agunan dilakukan secara dual control antara
MKA dan MMM.

7. Angsuran Kredit
Pembayaran angsuran dilakukan dengan cara sebagai berikut:
a. Debitur melakukan penyectoran secara langsung ke rekening
tabungan.
b. Rekening tabungan di debet pada setiap tanggal pembayaran
angsuran..
¢. Pembayaran angsuran kredil pertama dilakukan satu bulan sejak
tanggal pencairan kredit.
8. Monitoring Ko'cktibilitas Kredit

Setelah kredit direalisasikan maka pihak MMM dan MKS wajib

melakukan monitoring secara rutin untuk meyakinkan bahwa penggunaan

kredit sudah sesuai dengan wijuan kredit disamping dengan pembinaan
yang dilakukan terus-menerus sampai dengan kredit yang diberikan
dilunasi,

Menyikapi pelaksanaan perjanjian kredit mikro ini dengan jaminan umum
pada "1 Bank Mandin (Persero)Tbk. Cabang Jember , dimana dalam pelaksanaan
persetujuan perjanjian kredit ini telah disepakati bahwa pihak debitur (bapak
Sulaiman selaku pedagang tempe di pasar kepatihan Jember) tclah sepakat
menjaminkan barang rumah tangganya yang berupa buflet hias dan meja kursi
tamu untuk pencairan dana kredit sebeSar Rp.300.000,«(tiga ratu$ ribu rupiah)

e


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

dengan angsuran poko Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per bulan dalam
tempo pelunasan kredit |2 bulan Serta dibarengi dengan persentase bunga 2% per
bulan. Walaupun dalam pelaksanaannya telah ada jaminan yang ditentukan tetapi
pengikatan jaminan terSebut tetap jaminan umum Sebab pengivatan jaminan itu
tidak sesuai dengan pengikatan jaminan yang diatur dalam jaminan fidusia.
Karena didalam Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
telah tertulis dalam pasal 5 ayat (1) dan pasal 11 ayat (1) yang menyatakan;

Pasal 5 ayat (1): Pembebanan benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta
Notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta Jaminan fidusia. Dan pasal
'l ayat (1): benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib di daflarkan.
Dimana pendaftarannya dilakukan pada kantor pendaftaran fidusia.

Jadi mengingat kecilnya jumlah kredit yang diberikan di dalam
peluksanaan perjanjian kredit mikro oleh pihak Bank Mandiri kepada pihak
debitur (pedagang tempe tersebut) maka pihak bank hanya membuat pengikatan
akta dibawah tangan, tanpa materai dan tidak terdaftar. Sehingga kekuatan
pembuktiannya hanya terbatas yaitu berupa pengakuan dari pihak yang
bersangkutan / peminjam dan pemnyataan saksi-saksi.

3.3 Upay2 Penyelamatan danPenyelesaian Jika Terjadi Kredit Macet
| Sebagaimana ditentukan oleh Surat Edaran Bank Indonesia No.
26/4/BPPP/1993 tanggal 29 Mei 1993 secara perorangan penyelamatan kredit
bermasalah dapat ditempuh beberapa cara, yaitu:

I.  Penjadwalan Kembali (Reschduling),perubahan syarat yang menyangkut
Jadwal pembacyaran dan atau jangka waktunya,
Persyaratan Kembali (Reccnditioning), perubahan sebagian atau selurub
syarat-syarat  kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal

.

pembayaran, jengka waktu, dan atau persvaratan lainnya sepanjang tidak
menyangkut perubahan niaksimal saldo kredit.

Penataan Kembali (Restucturing), perubahan syarat-syarat kredit berupa
penambahan  dana bank dan/utau  konversi selurub  atay sebagian

tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru, dan/atau konversi seluruh
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atau sepagian dari kredit menjadi penyertaan dalam permcdalan yang
disertai dengan penjadwalan kembali/atau persyaratan kembali. Dalam
Surat Keputusan Bank Indonesia No. 31/148/KEP/DIR/1998 disebutkan
tanggal 12 November 1998 bzhwa bank wajib membentuk penyisihan
penghapusan aktiva produktif yang cukup guna menutup resiko
kemungkinan kerugian. Ketentuan besamya penyisihan vang harus
dilakukan bank adalah sebagai berikut:
Cadangan Umum:
- 1% X sisa janji (lancar) posisi bulan yang bersangkutan
Cadangan Khusus
= 5% x DPK (Dalam Perhatian Khusus) po si bulan yang
bersangkutan,
- 15% x KL (Kurang Lancar) posisi bulan yang bersangkutan
- 50% x D (Diragukan) posisi bulan yang bersangkutan
= 100% x M (Macet) posisi bulan yang bersangkutan
Mengenai care penyelesaian apabila terjadi kredit macet pada kredit mikro
ini, memang sedikit lebih khusus dibandingkan dengan cara penyelesaian kredit
pada umumnya.Sebab dengan kecilnya jumlah pemberian kredit ini untuk masing-
masing nasabah/peminjam, sehingga untuk mengajukan ke pengadilan ataupun
KP2ZLN dapat dikatakan tidak mungkin, Karena biaya yang dikeluarkan untuk
proses peradilan maupun penyerahan kredit macet pada KP2LN akan menjadi
lebih besar dari nilai kredit itu sendiri. Begitu pula dengan akia pengikatan
Jam:nan fidusia yang dibuat. Akta tersebut kekuatan hukumnya lemah dan tidak
mempunyai hak cksekutorial. Karena akta tersebut dibunt dibawah tangan tanpa
materai dan tidak didaftarkan,
Adapun cara penyelesaian yang ditempuh oleh pihak Bank Mandin dalam
mengatasi kredit mikro yang bermasalah adalah sebagai berikut :
I. Syarat Kekeluargaan.
Pihik bank melnkukan pendekatan sccara persussive untuk mengetahiv
sebab-sebab debitur terlambai atau menunggak dalam hal pembayaran

angsuran  pokok utau bungenya. Kemudian mencoba menolong dengan
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mencarikan jalan keluar yang terbaik. Apabila karena satu dan lain hal
meskipun sudah dilakukan usaha unrtuk memenuhi prestasinya, namun
nasabah tetap tidak dapat memenuhi prestainya, maka bank masih dapa
memberikan perpanjangan jangka wakw kredit tersebut dengan memberikan
surat peringatan pertama apabila debitur belum dapat memenuhi kewajibannya
selama 14 hari dan jika pada hari 29 maka pihak bank akan memberikan surat
peringatan ke-2, dan apabila sampai hari ke-59 debitur belum bias memenuhi
kewajibannya maka pihak bank memberikan surat peringatan ke-3 atau surat
terakhir, Setelah 1u maka pihak MMM akan melakukan negosiasi dengan
debitur dalam mencari solusi penyelesaian kreditnya. Yaitu dengar, membantu
debitur dalam menjual aset ataupun yang telah diaggunankan tadi.

2. Menutup Kerugian dengan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bank

{Penghapus bukuan)

Apabila dengan sepala cara kredit sudah tidak dapat diselamatkan, maka
dalam hal ini bank tidak dapat menghindar lagi dari beban kerugian, Bila hal
ini terjadi, maka jalan yang dilakukan bank adalah menutup kerugian tersebut,
yang diambil dari penyisihan penghapusan aktiva produktif. Walaupun telah
dilakukan penghapusbukuan ini, pihak bank tetap melakukan penagihan
terhadap diri debitur. Mengenai penghapusbukuan harus dilaporkan kepada
Bank Indonesia {pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998
tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang
Perbankan},

LA
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KESIMPULAN DAN UNIVERSITAS JEMBER

4.1.Kesimpulan
Berdasarkan seluruh uwraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat
dikemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses pemberian kredit mikro kepada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Cabang Jember, pihak Bank harus melakukan analisa yang mendalam
terhadap calon debitur ats kesanggupan / kemampuan pihak debitur untuk
mengembalikan seiuruh uangrya sesuai dengan ketentuan yang telah
disepakati.

2. Dalam pelaksanaan perjanjiun kredit mikro dengan jaminan umum,
dimana pihok debitur harus membayar angsuran pokok dan bunga sesuai
dengan yang disepakati dengan pihak Bank serta menjaga / melindungi
barang-barang yang telah dijaminkan tadi demi kelancaran kredit yang
telah diberikan pihak Bank kepada debitur.

3. Upaya penyelamautan dan cara penyelesaian jika terjadi kredit macet, maka
pihak Bank harus menjadwal kembali (rescheduling), persyaratan kembali
(reconditioning) dan penataan kembali (restructuring). Karena kredit yang
diberikan jumlahnya kecil (dibawah dari Rp.2.000.000) maka penyelesaian
melalui KP2LN ataupun Pengadilan Negeri tidak perlu dilakukan. Cukup
dengan melakukan pendekatan secara kekeluarga. 3, kelonggaran
perpanjungan jangka waktu pelunasan kredit, melakukan penghapus
bukuan (pembentukan penyisihan penghapusan aktiva produktif).

4.2, Saran
Berdasarkan kesimpulan dan pembahasan dimuka, maka penulis
mengemukakan saran-saran sebagai berikut:
I, Mengingat proses pemberian kredit mikro ini, maka sebaiknya pihak bank
dalam menentukan calon debitur penerima kredit harus betul-betul cermat
dan teliti ditambah dengan melihat prospek usaha calon debitur tersebut.

37
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- Dengan pelaksanaan perjanjian kredit mikro, hendaknva pihak bank
melakukan pengawasan yang lebih intensif terhadap nasabah debitur,
dimana debitur diwajibkan untuk melaporkan setiap pengalihan atas
penjualan harang-barang selama masa kredit masih berjalan kepada pihak
bank.

. Pendekatan kekecluargaan merupakan cara yang efektif didalam
penyelesaian kredit macet khusus mikro ini. Untuk itu perly ditingkatkan
hubungan yang baik antara pihak bank dan debitur,agar setiap masalah
dapat terditeksi dan diatasi secara lebik dini.
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L

AGUNAN LUTAMA ; ek e T I e T " (kR Sl 5,
Jenis Agunan Utama Lokasi/type/tahun Bukti xepamilikan Atas nama
N PENDUKUNG YANS DISAMPATHAN KE BANK
Check Check [ist
™ lenls Dakumen Tt {diisi| Na Ienis Dokumen {ditsl
Bank) Bank)
KTRildentitas pamohon & suamif sir| 10 |Buktl pembayaran PBB tahun terakhir/ >
surat nikah/ceral {apabila ada) Sewa/Kontrak/pembayaran rekg. PLN
y KTP/Identitas Dir/komisaris (badan usaha) tempat usaha
opy Kartu Keluarga 11 |Capy ljazah Terakhir
Phato Lerakhir pemahon uk 4 A 6 12 [Copy SKEP Terakhir
Akte pendirian & perubahan perusahaan 13 |Copy Surat Ifin Praktek
Legalitas usaha [sesuai bidang Usahanya! 14 (Copy Taspen
A Surat Ketr. Usaha darl Kelurahan/Desa 15 |Caopy Jamsostek
b SILP _16 |Capy Sertifikat Tanan/Girlk
¢. TORTDR 17 [Copy BPEB, Kultansi, Faktur
g SITY 18 |Copy Bukti Penguasaan Lapal/Los Psr
€ NPWP 19 [Copy Bukti Penguasaan Kios Pasar
i Lain-iain 20 |Copy Faktur & Kultansi Mesin
'-EIJ]\' Rekening karah / tabungan y 21 |Surat Keterangan Bekera
{1 [Bukti pembayaran PEB ahun terakhir/ |_11 Slip Gajl terakhir
Sewi/Kontrak/pembayaran rekg. PLN ruman ]

S uami manyatakan bahwa semua infarmast inl lengkap dan benar, Dengsn Inl sava/sami membel kan persetujurn kepads
M Bans Mandir) (Fersero) Tok, untuk mendapaikan dan mene'il selurdn Inforinast leblh jauh dari sumber layak manapun dan
s memberikan informasl terbary epalilla terdapat perubahan data dalam apiikasi ini, Senubungan dengan hal inl saya/ kami
metyalakan berscdia mentoatl segaln persyaratan dan ketentuarn yang berlaku i PT Bank Mandirl (Persero) Tok.

By ATRM ANgELran melalul &uto dobet
Bersedid

Tidnh Berscil-a

Tg' ‘Bl Tabun

it limasi [_F-_[“_[

MRS

Tempat, tanggal, bu

PFemahan Kredit

Stempel Apabhs ada

(nama jelas)

Wan, tanumn
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am W.11.2

Peovs: Diaya Administinsl, biaya Asuransi, biayd Nolaris dan blava maoterm harus dibayar oleh Decitur kepada Bank
selamcat-lambalnya paca saal penandatanganan perjanjian kredit.

Pasal 4
Agunan

(1] Agunan untuk manamin pembayaran kemball Finiaman yang terdin dan ogunan utama dan atay agunan lamoahan
s2sual dengan SKKM, berdpa:

I} erriismsasmnsassnsistipiirtin

121 Uniuk menjamin pambayaran kembali Pinjaman secara lerib sewuai Perjanjan, maka Debilur setuju wniuk
menandatangani pengikatan agunan utama dan atsu agunan tambahan yang disyaratkan Bani,

{3) Debilur menjamin banwa aias dokumen yang diserahkan kepada Bank tersebul mempunyal alas hak yang sah

|4} Agunan utama dan alau agunan tambahan terseoul d. atas diberikan cleh Debilur kepaga Bank beruasarkan

ketentuan-ketentuan yang dietepkan oleh Bank dan dituangkan dalam suastu aktaidokumen pengikatan
merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian inl, Fa

Pasal §
Tata Cara Penarikan dan Pambayaran Kembali

(11 Penarkan pnjaman poxck diadukan secara Sekahgus dengan cara dipindabkan aedalam rekening Tatungan

Mandifi setelah Debilur mamanunl syaral elekilf Parjanjian dan syasal penankan yailu ;

a.  Menandatangani Peranjian inl,

o Mambayar bioya-binya sebagaimana dimaksud dalam Pass| 3 avat 2. ayal 3. ayal 4 dan ayal 5.

- Mcnjrﬂwlnll.ln asli dokumen agunan ulama dan atau agunan tambanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4
ayat

Menandatangan pengikatan agunan ulama dan agunan [ambahan.

<0 Hetibar gengan ni mangkaikan din Uniuk melunasi Pinjaman yang diterimanya berkut bunga maupun kewajioan

1 yany bmoul bargasarkan Peranjlan sesual dengan jadual angsuran paga Lamplren Parjanjian ini,

Cebitur dangan Inl memberl kuasa kepada Bank unluk membebani rekening tubungun millk Dabitur nomor [nomor

rgg | yang aca paca Bank, dengan bisyad-playa, denda, bunga dan angsuan pokux

Sehap pembepbanan seperl dimaksud astaupun seltran Debilue akan diperhilurgean tedebih dahuly  wntye

pembayaran kewajiban Debilur dengan urdulan prioritas: biaya-blaya, denda, lungjakan bunga dan lunggakan

pakoh

4] Pemblkuan dan calalan-caiatan yang lelah dibuat olah Bank merupakan bukl satu-satunya yang lengkap dan sah
tar setureh Jumiah hutang Debilur kepada Bank di hadapan inslansi ¢an alau badin peradilan manapun Kecusl
dapat dibukiikan lain,

{51 Pelunasan sabagian Pinjaman sabalum jatul lempo ldak diperkenanan

i@ Pelunasan Pinjan.an scbalum jatuh tempo diperkenankan dangan keléntuan ;

i) Dllakukan pada saat langgal jatuh tempo pambayaran angsuran bulanan Blia tanggal pelunasan tidak sama
dangan langgal [aluh lempe pembayaran angsuran bulanan, masa perhilungan pelunasan seluruhnya sebelum
jatul. tempe didasarkan kepada baki debal pariode berjalan ditambah bunga berjalan.

ot Paelunasan kredit sebalum [atuh lempo dikenakan pinalll sebasar 2 % (dua persen) darl baki dabal.

i

Pasal 6
Kowa]lban-kewajiban Debitur

PRl e weapla ditinsanakan aluh Detilur adalah,

(11 Mempaigunakan Pinjaman sesual dengan tujuan yang telah ditelapkan dalam pasal 1 ayat 2 Peranjian ini

12} Memalihara agunan ulama/obyek kredil agar sediap saal nilainya dapat menulup bakl debel rekening pirgaman
Diatyibur

(3] Menyampmikan laporan-apoian daniatay memberkan informasi lanahan mangena usaha dan keadaan kewangan
bilamana setiap saat dikehendakl oleh Bank.

(4] Memberkan kesempalan kepada pejabat'pelugas vang ditunjuk oleh Bark unbik sewakiu-wakiy matadukan
Frnetiks a0 aas ponibukcon, fasitias-Tagiiios usatn dan barang agunas ukarmapioby ek kot

Pasal 7
Denda Ketarlambatan Pembayaran Angsuran

S Leltur Yias melakukan penbayaran atas woggasan angauran kredll (pokok+ounga), biaya dan/alay pemsayaran

suaty jumilan lain yang wajis dibayar Debitur, maka Debliur harus membayar Derda sebesar 2 % (dua persen) dlatas
SUkL punga yang berlaku dan dititung dar jumiah lunggakan

Hal 2 can 3
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Pasal 8
Aroka Ketantuan

Rabitur dengan ini mengka
Bana

Bank berhak memberkan laporan lentang kondisi keuangan maupun usaha Debitur uepada Bank indonesia, sera
Ingtans) lain yang Lerkaitan dengan usaha Debitur sesua dengan ketentuan yang berlaky,

Apabila Debitur meningga' dunia, maka semua kewajiban Debitur berdasarkan Perjanjiar, benku! semua
parubahiannya di kemudian huri wajib ditanggung nleh para 2l waris Debilur atau Penjaminnya (apabils ada)

Jika langgal-tanggal yang ditetapkan bagi para pihak uniuk melakukan sualy hak, kewajican atau lindakan husum
lertenty. berdasarkan Perjanjian jutuh pada hari likur, maka lindakan hukum te-sebut dilakukan pada han kerja
sebelumnya.

Penanjian ini borlaky sejak tanggal ditandatanpaniiya oleh Bank dan Debitur sampal seluruh jumiah terhutang
dinyatakan lunas secara tertulis oleh Bank,

Apabila Perjanjian inl te'ah atuh lempe dan tarnyata Debitur belum melurasi salyrun hutangnya kepads Bank maka
ketenluan lentang bunga, denda dan kelenuan-ketentuan lain lelap beriaku sebagaimana yang telash ditetaphan
bardasarkan Perjanjian ini

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup distur dalam Perjanjian akan ditatapxan dan diatur dalam dokumen
lersendin yang merupakan salu kesatuan dengan Peranjian,

than diri pada kelonluan-katertuan dan alay kebiasaan-kebiasan yang borahu pada

Pazal 9
Komunikasl

Sounla pemberahuan riengesai dan alau yang berhubungan sangan Pedanjiod inl dilakukan secara turlulis
sopada alamat-alamal sebagal banku

Ciebitur | [mama badan usatia)
[alamal kerespondens!)

[na. tp. & fax.|
Bark  PT, Bank Mandir (Persero) Thi.

laiamal baik)

{no tp. & Tax.
Sullip perubanan alamal, Pars Pihak hargs membantanukan cangan 1ala cara yang sama sebagaimana gisanulias
dalzm ayal 4

Pasal 10
Panutup

funtang Perjanjan il dengan segala aklbalnys, para pihak sepakal menggunakan Hukum Negara Republik
‘naonesia dan memilih tempat kediaman yang umum dan letap pada kantar Panitera Pengadilan Negeri [nama kota
N selempat)

Sorisil Inl juga berlaky bagl para ahll warls dan penerima hak,

(2} Peranjian ini dibuat dun ditandatengani dalam fangkap 2 (dua) bermateral cukup yang masing-masing beriaku dan
mempunyal kekuatan pembuxtian hukum yang sama.
Debltur, Bank,
PT Bank Mandirl [Parsero) Thk,
Mutaral
Rp. 6.000.-
M { )

Bkl tangan sanoin clah Dot

Hal 3 dan 1
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FORMULIR APLIKAST KREDIT SEGMEN MIKAO BANK MANDIRI

NAM NASABAH T

T TEFE F ol § ez

kredit yang dimahon Rp s Ay Jangka Waktu (Butan)
(Tartilang .. ARt ad
permahanan kredit digunakan untuk B Frodult!f E Konsumtif
Jelaikan
A PEMOHON .
Cota usaha
Bentuk wiaha Perorangan / Badan Usaha
Nama Dadan csaha (Dia #0a)
Group Usaha (bila ada)
frosentase Kepemlilikan Perusahaan T
Berusaha sejak fahun .. bulan ...
Bagang Usiha
Jomiah kbryanan
Alamat U=aha ___Kode pos ©
ha. Te'p No. Facs
SMul kapaimliean tempal usana _millk sendirl / sewa / keluargs iy
. Diempall sejak
b Data Pemchon / Key Person
kamg Pemohan /[ key person LS S)
Tempat & tanggai lanir = o
Status Perkawinan Kawin/beium kaw|r|lfdudalfjanud
lumilal anak arang |
Ko, KTP/ldentitee dith ILisnya Berlaku 3/d !
feNda kRN Terakmir §3/5: /51703 /5MAJ5MP [ SO / Lainnva
Algmat Rumah L
Kode Pos .

Sratus kepemaiinan rumah

t Data Suami/Istn
Hama Suamiiistri
Tempat Thngg

oA ARD

Al Lamil
s WL gry ar

i Data Punuﬁ.u-l.m
Cmzol Peryuaian par Rar
migt feniualan po iar

§ha Lsany oer

fasiinn La %N rer bi
Winh Paapmarsiian Derh pe a
By a Midup Setyraly Keluarga por bulan

Tztal Penghasian yang dapat ditabur.g per bulan
Ectangpupan Menghngiur per bl

& Dula Pekerjaan bag yang berstatus pegawail
instansl/Pemerintalian/ Kantor

Cepartdmen

~amal Kant

milik sendlrl / sewa [ kost | keluarga [ dinas

Kote Fog
&Nl penerjaan

Nomor Telepon

pegawal negert / pegawal swasta / profesional [ [sinnya

Bekerya serak Takan Jabatan
Kama alasan [angsuing Nama Bendahara Gal
aadl Beartih por butan Rp

| jhaasila ] per bralar Ap
Tatal penghasiian Sersih per buiar np
setangpupan mengangsur per Bulan L Rp

FATA PERBANKAN |

Liekening B.Pinjaman

| Bank — Jenis Finjaman
ey Rdhi = Nama Pemben ﬁ':n].}m,}n

| o Rewgninma Jumlah

Sibuky Sayak L
|

Angsuran per pulan

Sisa Masa Angsuran

Lamperksm Aotecajls e g erakhi Lampirkan fotocopy bukll angsuran 3 bulas terakhir.
kﬁ‘iﬂtﬁﬂ = ]
| ®“ama Fembern Refarens | e <
| Aljmat i
I'L'III =
kiterd _"

|

R
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NAN UTAMA 4 Lol e R . . b R el e
Jenis Agunan Utama Lokasi'type/tahun Bukti kepemilikan Alas nama
PENDUKUNG YANG DISAMPAIKAN KF BANK
Check Check fist
[ Jenis Dokumen list (diisi| Mo Jenis Dokumen {diisi
=l Bank) Bank )
KTR/lientitas pemahon & suami/istn 10 |Buktl pembayaran PER tahun terakhir/
surat nikah/cerai (apablla ada) Sawa/Kontrak/pembay .ran rekg. PLN
XTP/Identitas Dirfkomisaris (bagan usaha) tempat usaha
[ ¥artu Keluarga 11 [Copy liazah Terakhir
terakhir pemahan uk. 4 i 6 12 |Copy SKEP Terakhir =
[ukte pendinian & perubahan perusahaan 13 [Copy Surat 1fin Praktek
Legalitss usaha (sesual bidang usahanya) 14 |Copy Taspen
a._Surat Ketr Usaha dar| Xelurahan/Desa 15 |Copy Jamsostek
b. SILIF 16 |Copy Sertlfikat Tanah/Girlk
t. TOP/TOR 17 [Copy BPKJ, Kuitansi, Faktur
4. 51Ty 18 [Copy Bukt| Penguasaan Lapak/Los Psr
£ NPWP 19 [Copy Buktl Penquasaan Kios Fasar
I Lain-130 20 [Copy Faktur & Kultans! Mesin
Copy Rekening korai /! tabungan 21 [Surat Keteranpan Bekerja
[] IuEtI pembayaran PBY tahun terakhir/ 22 [Slip Gajl terakhir
Sewa/Kontrak/pembayaran rekg. PLN fumah i

Shuami menyatakan pahwa semua informasi ini lungkap aan benar, Dengan Inl saya/kaml mambarican persetujuan kepada
1 Bank Mandini (Persero) Thk. untuk mendapatkan dan menelitl seluruh Informas! iebih jauh dan sumber layak manapun dan
fan memsenkan infarmasi terbasu apabila terdapat perubahan data dalam aullkas| Int. Sehubungan dangan hal inl saya/kami
menratakan bersedia mentaatl segala persyaratan dan ketentuan yang berlaki di PT Bank Mandir (Persero) Tk,

dyaran angsuran melslul auto debet
Bersodia
Tidak Dersedia

Tgl B Tahun

Venfibasi . [T 1 _1

Tempat, tanggal, bulan, twhun

Pemaohon Kredit

Stempel Apabl'a ada

MKS (nama jelas)
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"1
Namor
Tanggal
Kepada Ytn
Perinal Permohonan Kredit Micro Banking

Terima kasih kami sampalkan atas kepercayaan Bapak/lbu/Saudara terhadap Bank
Mandirl. Setelah memproses permohonan Bapak/lbuw/Saudara untuk memperoleh
fasilitas Kredit Micro Banking, dengan ini kami beritahukan balhwa permchonar
Bapak/lbu/Saudara pada saat ini belum dapat kami panuhi,

Demikian kami sampaikan, kami mengharapkan Bapak/ibw/Saudara dJapal
memanfaatkan produk-produk jasalpelayanan Bank Mandiri lainnya.

Atas perhatian dan kepercayaan Bapak/lbu/Saudara pada Bank Mandiri kami
sampaikan terima kasih

PT BANK MANDIRI {Persero) Thk
Micro Banking Unit

s by )
Mikro Mandiri Manager
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EF\NKMANDIF&.’.,
-
Mo Kepada Yth,
Hal Surat Penawaran Pemberian Kredi!
- R T B e T T R R S et -
Menunuk permohonan kreait Saudara langgal ... .., dengan ini kami bentahukan bahwa kami dapal
menyeluul permohonan Seudara dengan syarat dan ketantuan sebagai berikut,
I 1 Maksimum Kredit ‘Rp
2 Tujan Kredit
& J. Bunga % per tahun flat.
4. Sifat Kredit Aflopend
§ Jangka wak'u dan cara pemoayaran angsurarn:
a Jandg!r.a wakiu kredil selama. ., .., e ) bulan terhitung sejak tanggal penandalanganan perjanjan
kredit.
& Pembaycran angsuran setiap bulan sebesar Rp i ) terdiri dari angsuran pokok Ap
| t dan bunga sebesar Rp. . b
5 Agunan

sele

PT.

i Agunan Pokok

b Agunan Tambahan

ASLCANS

8 Diwajibkan untuk menutup asuransi jiwa derigan syarat Banker's Clause BT, Bank Mandiri (Persarg)
Tbk pada perusahaan asuransi yang menjadi rekanan Bank Mandiri.

b Dihwajbkan untuk menutup asuransi kerugian untuk agunan yang danal diasuransikan dengan syarat

Banker's Clauce PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, pada perusahaan asuransi yang menjadi rekanan
Bank Mandin,

Laswlain

4 Oilakukan dengan penanda-langanan Perjanjan Kredit dengan maksimum sebesar Rp.
| J

b Pencairan Pinjaman alnkukan melals pemindah-bukuan ke rekening Tabungan Mandin atas nama
Saudara,

¢ Seliap saat petugas Ban dapat melakukan “Lnjungan ke 'okasi usaha Saudara tanpa pembentanuan
tarielh dahulu

¢ Kelalaian atau keterlambalan Bank dalam menggunakan hak sesual dengan isl Perjanjian Kredit tidak
berarli sébagai pelepasan hak,

@ Seluruh biaya yang timbul karena dan untuk Perjanjian Kredil, akan menjadi beban Saudara.

f Penerima Kredit dapat melakukan Pelunasan Sebelum Jaluh Tempo (PSJT) dengan ketentuan sbo
1), Penalti sebesar 2 % aan baki debet.
<), Bila tanggal pelunasan l'dak sama dengan tanggal jatuh lempo pemtayaran angsuran bulanan.

perhitungan didasarkan pada baki debet periode berjalan ditambah bunga berjalan.

9 Apabila Angsuran ditakukan tepal waktu selama 12 bulan berturut-turut, akan diberikan insentif bunga
yang besarnya akan ditentukan oleh pihak Bank, )

- Lain-lain disesualkan dengan ketentuan yans berlaku di Bark Mandiri

Sural meputusan Kredit in hanya berupa pemberitahuan dan belum bersifat mengikal, Syaral-syarat

ngkapnya harus diuangkan dalam Perjarjian Kradit sesual dengan ketentuan Jang berlaku di Bank pada

saal Peranjan Kredd ditanda tangani. Apabila Saudara bermaksud menggunakan fasiitas kredit ini,
diharapkan kehadirannya di Kantor kami selambat-lambainya tanggal... . . ., Uniuk menyelesaikan
administras kread dan menanda tangani Ferjanjian Kradit

Cemixian agar maklum, terima kasih atas perhatlan dan kerjasama Saudara

Bank Mandiri (Persero) Thk
Micra Banking Unit

I
T

diwro Mandin Manages
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#’

PERJANJIAN KREDIT
NCOMOR : PR / KUM i¥rima /..., /200..

Peranian kredil inl (“Perjanjian") cibuat dan diandatangani di ..., .. pada har langgal ....,....cleh gan

amara

I TuamNyonyaiNona [ nama pejabst bank ), Micro Mandirl Manager, PT Bark Mandiri (Persero) Thi. Outiet Micro
Mandinl | lokas! outfet |, berempat tinggal di [ nama kola |, | alama! | Nomer Induk Fegawal [ mip |, daiam hal im
berindak berdasarkan kuasa seebagaimana termakiub dalam [ ], setaku kuasa dari dan sebagal demikian
untuk gan alas nama Perusshaan Perseroan (Perserc) PT. Bank Mandini Terbuka disingkat FT, Bank Mandiri
|Persera) Thk, suaty persercan terbatas yang didirkan berdasarkan perundang-undangan Republik Indonesia dan

berkedudukan di Jakarta ( perseroan ini, para pengganti dan alau penerima haknya selanjutnya akan disebut
”Eank".:l

I TuaniNyonya [nama), Direkiur, barempat Unggal di | nama kota ] [ala:nal | pemegang K1P. nomor [no. kip.] tanggal
Jdql kip] yang dikeluarkan cleh Lureh [kelurahan, wecamatan, kabupaleniwalikola |, dalam hal ini bertindak calam
|dbatannya sebagaimana tersebul diatas, oerdasarkan pasal «-- ayal —- anggaran dasar [nama badan wsahal Mo
e akta) tenggal [Igl akta) yang dibual aleh [nama notaris] Netaris di [keta notaris). berkedudukan dan berkantor
pusal &i [nama kota), yang telah mengalami beherapa kali perubahan, terakhir dengan akta No [, akia) ta~qgal
g’ akia] yang dibuat cleh [nama notans) Notaris ai [kota notarfs) dan telah mendapat persetujuan dar Menderi
Kehakiman Republik Indonesia Mo. [no s langgal (fg/. =rt], yang anggaran dasarnys telah mendapal perselujuan
can Menleri Kehakiman Republik Indonesia Ne. [n 5] tanggal [ig! 5], cleh karena itu sah bertindak untuk dan
alas nama [nama badan usahal yeng selanjutnys disebul "Cobliur" dan uniuk melakukan perbuatan hukum dalam
Peranjian lelah mancapatkan perselujuan darl [RUPS/ Kamisans/Pasern Komanm'!nr‘] sebagaimana dan surat
romar [no st | tanagal [fgl st )

Sesual Anggaran Dasar yang boflaky

Bank dam Debilur untuk Eglaljuinya secaia bersaina-sama disebut juga “Para Plhak"

Para Fihak bertrdak dalum kedudukannya masing-masing lersebut diatas teriebih dahuiy mznerangkan bahwa
Debitur sesuai dengan aplikasl nomor ino. apl permotionan) tanggal [1g) apf] telah mengajukan permohonan
‘asiilas Kredit Mikro Mardin, yang selanjutnya disebut "Pinjaman”, kepada Bank

Bank lzlah manyelujul parmshenan Debilur tebagaimana dimaksud dalam SKKM No [no. skihm.) tanggal [ig!
Seinim )

Selanjulnya Para Pihak berindak da'am kedudukan masing-masing larsebul diatas menerangkan bahwa Para Pihak
12180 5aling setuju untuk membuat Perjanjian ini dengan gyaral dan keteriuan sebagal berikut -

Pasal 1
Tujuan Penggunaan dan Jumlah Pinjaman
Ho Debiar cenany menggunakan Pinjsman yang diterima dari Bank sebagaimana dimaksud dalam Peranjian s

seinala-mala unluk tujuan [lujuan penggunaan ping.],

i« Dengan mengindahkan ketentuan dan persyaralan yang diatur dalam Pefanjian ini, Bank s2luju uniuk memberikan
Pirjaman kepada Debitur untuk jumiah yang fidsk melebihi pinjamian pokok sehesnr Fo -
( I

Pasal 2
Jangka Wakiu dan Angsuran Pinjaman

Janged wakly Pinamar ditsiapkan selama fangka) (fhurul]) bulan termilung efektif sejak langgal flanggal muia
Kredif] sehingga asan beraxhir pada langgoal ffangual akhir kedit),
Z). Pokck pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali cleh Debitur dengan cara angsuran tetap yaitu jumliah

angsuran pokek pinjaman berkut bunganya dalam .. kali angsuran buianan berurut-turut liap-tiap kali sebesar
Rp | : et

Pasal 3
Bunga dan Blaya-Blaya Lainnya

Debiur wajit memoayar Lunga sebesar [angka) % ([furufjpersan) flat per 1ahun yang dihitung dari pinjaman pokok,
2} Dsbidurwajlb membayar biava Provisi sebesar |angkal % ([huref] persen) dani plnjaman pokok,
4 Debitur wajib membayar biaya Adminisiras| sebesar P wirrirsirrrrs e ilus s tastborst pam censd

Debiur wajl menulup asirans| sesual yany dipersyaratkan dalam Surat Keputusan HKredit Mikro dengan syarat
danker s Clause PT, Bank Mandirl (Persero) Tbk. pada perusahaan asurans| yang menjadi rekanan Bank
Debitur wajin membayar Biaya Notaris yang timbui sehubungan dangan pemberign Pinjaman ini

Hal 1darl 3
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Provisi, biayd Adminisirasi, blaya Asuransl, biaya Notarls dan blaya meterai harus dibayar oleh Debitur kepada Bank
sglambal-lambalnya pada saal penandatanganan perjanjian kredil,

Pasal 4
Agunan

Agunan unluk merjamin pembayaren kemball Pinaman yang terd 0an agunan ulama dan atau agunan tambahan
sesual gengan SKKM, berups
=1 snnas

B
; -aves
Uniuk menjamin pembayaran kembali Pinjaman secara t9nio sesual Peranjian, maka Debilur seluu unluk
menandatangani penglkalan agunan ulama dan alau agunan tambahan yang disyaratkan Bank.

Decitur menjamin bahwa atas dokumen yang diserabkar kepada Bank tersebut mempunyai alas hak yang sah
Agunan Jtama dan atau agunan tambahan tersabul di alas diberlkan oleh Debitur kepada Bank berdasarkan

selentuan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank dan diluangkan dalarm suatu akta/dokumen pengikalan yang
merupakyn salu kesatuan dengan Pesdanjian ini.

Pasal §
Tata Cara Penarikan dan Pombayaran Kembali

Penarkan pinjaman pokck dilakukan sacara sekaligus dangan cara figindahkan Fedalam rekening Tabungan

Mandin setelah Debitur marjenuhi syaral elekill Paijanjian dan syaral penarikan yaitu

a Menandatangan Peranjian ini

& Manbayar biaya-blaya sebagaimana dimaksud dulam Pasal 3 ayat 2, ayal 3, aya’ 4 dan ayal 5.

¢ Manyerahkan ash dokumen agunan ulama dan stsu agunan tambahan sehagainiana dimaksud dalam pasal 4
iyal 1

1 Menandatanganl pengikatan agunan ulama dan agunan tambahan.

Detitur denpan im mangikatien din untuk melunasi Pinjaman yang diterimanya berkul bunga maupun kewajiban

lain yang tmbul bardasarkan Fetjanjian, sesual dengan jadual angsuran pada Lamplran Perjanjian ind

Ceojiur dangan Inl mamoer kuasa kepada Bank unluk membabani rekening tabungan milik Debitur nomar |namor

rwiz | yang ada pada Bank, dengan biaya-blays, denda, bunga dan angsuran pokak,

Seliap pembebanan seperl dimaksud ataupun seloran Dobitur akan diperhitungsan ledebih dahulu  uniuk

pembayaran kewsallban Debitur dengen urulan prioritas: blaye-biaya, denda, tunggakan bunga danm tunggakan

Pk,

(4} Fembukuan dan calatan-cataian yang lelah dibuat cleh Bank merupakan bukl| satu-satunya yang langkap dan sah
dar seiureh jumiah hulang Debitur kepada Bank di hadapan instansl dan alay badun peradiian manapun kecuab
dapal disuktikan lan

(47 FPelunasan sebagian Pinjaman sebelum jatub lam o tdak diparkenaniar,

(@) Peunasan Pinjaman sebelum [aluh lempo diperkenankan dengan kelentuen |
Al Dilakukan pado sanal tanggal jastuh tempo pembayaran angsuran pulanan. Bils 1anggal pelunasan voak sama

gangan tanggal [aluh lempo pembayaran angsuran bulanan, maka perhilungan palunasan selurunnya sebelum
Jalun tempo didasarkan sepada baxi debel pariode betjalan dilambah bunga berfalan.
b1 Pelunpsan kredit sebaluin jatuh lempo dikenakan pinalll sebesar 2 % (dua persen’ dan baki debel,
Pasal &
Kowa)lban-kawa|lban Dobitur

PR i) svati dikimsanakan alon Cobiivr adalalh;

(V) Aempergunakan Finaman sesuai gangan lujuan yang telah dilelapzan drtam patal 1 ayal 2 Par@anjan ine

(&) Memalingra pgunan utama/cbyek kredit agar solop soal nilainya dapyt menulup boki debel rekening pingaman
Lt

(3] Menyampalkan laporan-iaporan dun/atau memberikan informasi tambahan mengenal usaha dan keadsan keuangan
bilwmona setiap seol dikehondak: oleh Boank,

) Membarikan kcsempalan kepada pejabat/pelugas yang ditunjuk oleh Bank untuk sewakiu-wakiu melakukan
prtioriksaan atas pembukuan, tosillas-fasilitas usana dan barang agunan ylamalobyok Kredil.

Pasal 7
Danda Katerlambatan Pembayaran Angsuran
Jiwa Dbtor tidax melakukan pembayaran alas (unggakan angsuran kredd (pokok+bungs), biaya danfitau pambayamn

sudlu (wslat lain yang walib dbayar Debitur, maka Debilur harus membayar Doanda sebessr 2 % (dua parsen) digtas
stk Dunga yang bedaku dan dibitung dari jumtah lunggakan

Hat 2 dar 3
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Pasal 8
Aneka Ketentuan
Lelutur denpan ini mergikatkan dirl parta kelontuar-kalentuan dan alau kebasazn-kebiasan yang boraku pada

Bank

| Bank barnak mamberkan laporan lantang kondisi keuangan maupun usaha Danilur kepada Bank Indonasia, serta

Instarel |ain yang berkaitan dengan usaha Debilus seslai dengan ketentuan yang berlaku

| Apabila Debitur meninggal dunia, maka semua kewajiban Debilur berdasarkan Peranjian benku! semus

perutahannya di Kemudian harl waijib ditanggung oleh para ahll wa-is Debitur atau Penjaminnya (apabila ada)

Jika langgal-tanggal yang ditetapkan bagi para piak unluk melakukan sualu hak, kewaliban atau tindakan hukum
lerteniu berdasarkan Perjanjian jatuh pada ran lbur, maka tindakan hukum tersebut dilakukan pada han kena
sebelumnya

Peranjian Ini baraky sejak tanggal ditandatanganinya oloh Bank dan Del ur sampai seluruh jumiah terhulang
dinyatpkan lunas sucara lnulis oleh Bank.

Apabila Perjenjian ini talat jatuh tempo dan termyata Debitur belum melunasi selgrunh hutangnya kepada Bank maka
sglentuan lentang bunge, denda dan kelentuan-ketantuar lain leftap berlaku sebagaimana yang telah ditetapkan
terdasarkan Perjanjian ini

Hal-hal yarg belum diaius atau belum Cukup latur dalam Perjanjan akan ditelapkan dan diatur daiam dokumen
iersendirl yang merupakan salu kesatuan dengan Perjanjlan.

Pasal 9

L Komunlkasi

Y1 Sogala pemberitahuan nengenal dan atau yang berhubungan dengan Perjanjian Ini dilakukan secara Wirtuls

kepada atamat-alamal sebaga: Berikul.

Cetitiar - [nama Badan usala)
|atamat korespondansi]
[ne, tip. & fax

Bark : PT, Bank Mandin (Persaro) Thk.
lalamal bank|
(no, to, & fax.]

Sotap perubahan slamal, Para Pihak harus membentahukan Qanyan lata cara yang jama sebagaimana gisenutkan
ctarm nyat 1

Pasal 10
Penutup

leatang Perjanjlan Inl cengan segala aklbatnya, para pihak sepakal manggunakan Hui_tum Negara Republix
Inagnesia dan memilin 1ampal kedlaman yann umum dan telap pada ksnior Panitera Pengadilan Neger [nama kata
PN sslampal)

Qomigill In juga berlaky bagl para ahll waris dan paneriaa hak

! Penanjia ini dibuat dan ditandatangani datam raiigkap 2 (dua) berrateral clkup yang masing-masing berlaku gan

mempunyal kewuatan pamibuktian hukum yang sarna.

Detitur, Bank,

Ehle - mgan sendirl oleh Babour)

PT Bank Mandirl (Perserc) Thk,

Molarm
R 8.000,-

bl Y aan )
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